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PENE TTIAN

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang

terd

iri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku

terh
i

adap:

Penpggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian
ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran,
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan
ajar; dan

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

N
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BAB 1

Aspek Hukum Dalam Pelayaran

Deskripsi Kompetensi

1. Mata kuliah ini menjabarkan tentang: Kepatuhan dengan

persyaratan hukum (monitor compliance with legislative
requirement) bagi kapal-kapal yangsme an_pelayaran nasional

perairan, kepelabuhanan, keselamatanda a perlindungan

;_ g:i%gin@ "‘laor 1Ca@ l d

2008 Yang dlmaksud dengan kapal: Kapal adala ‘kendaraan air dengan
bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat
apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.




Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kapal
merupakanalattransportasi lautatau alatangkut melaui perairan, memasuki
pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, manusia,
hewan, tumbuh-tumbuhan. Kapal-kapal yang di gunakan sebagai alatangkut
harus memenunhi ketentuan keselamatan dan keamanan kapalnya yang di
buktikan dengan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal setelah melalui
pemeriksaandanpengujianoleh pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk
oleh pemerintah seperti biroklasifikasi termasuk lembaga lainnya yang
mempunyai kewenangan. Selain memenuhi kriteria keselamatan dan
keamanan, kapal juga sidislengkapi.dengan perlengkapan perlindungan

gberasal dari kapal.

2.  Pembidangan Hukum yang Berkaitan dengan Pelayaran

Untuk membentuk keseimbangan dalam hubungan antara anggota
masyarakat diperlukan adanya peraturan-peraturan. Himpunan peraturan-



peraturan yang bersifat memaksa disebut hukum. Dalam hukum ada
perintah yang harus ditaati dan ada larangan yang tidak boleh di langgar.

Bila dilanggar maka di kenakan sangsi oleh penegak hukum.

A. Sumber Hukum
Sumber hukum dapat terdiri dari segala tulisan-tulisan, dokumen-
dokumen, naskah-naskah. Sumber hukum yang paling utama adalah
undang-undang. Selain undang-undang, maka kebiasaan juga menjadi
sumber hukum. Apabila suatu kebiasaan tertentu di terima oleh

masyarakat, maka dengan demikian,timg SU3 ebijasaan hukum.

Sumber hukum

lebih pihak mengadakan kata sepakat tentang sesuatu hal yang melahirkan

&
perja j| -‘, a adakan itu. P rjarli' ‘

negara (bilateral) atau lebih (multilateral) di sebut perjanjian antar negara

akan mengikat warganegara-warganegara dari negara-negara yang
bersangkutan. Peraturan-peraturan, kesepakatan- kesepakatan, kebiasaan-
kebiasaan antaranegara disebut konvensi- konvensi, bagi negara-negara
yang telah mengesahkan keputusan-




keputusan dari IMO (International Maritime Organization) yang berkaitan
dengan pelayaran maka negara tersebut terikat dengan keputusan - keputusan

tersebut.

B. Pembidangan hukum
1) Menurut kekuatan bekerjanya
- Undang-undang dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang- undang

- Peraturan

INIBAGA RQISF"l P U R .h:
:’ﬂﬁfli RVEY n.l‘ ULT/‘-\.\, a LK,‘M:}H | men atur't
gkapannya, negara dengan
perseorangan dan_ | negara dengan negara.

AT Y T e - W o K

administrasinegara, hukump dana, hukuminternasional yaitu hukum

perdata internasional maupun hukum publik internasional.



C. Penegakan Hukum Di Laut
Penegakan hukum laut adalah rangkaian peraturan dan kebiasaan
hukum mengenai laut yang terdiri dari:
- Keperdataan, kalau menyangkut kepentingan perseorangan.
- Publik, kalau menyangkut kepentingan umum.

Hukum laut keperdataan mengatur hubungan-hubungan perdata yang
di timbulkan karena perjanjian-perjanjian perdata antara lain perjanjian-
perjanjian pengangkutan menyeberang laut dengan kapal laut. Hukum ini
merupakan matra dari hukum pengangkutan. Sedangkan hukum

pengangkutan adalah_bagian

termasuk

t ;

¥ ViWelGAl , ' © Sl @
(konvensi perserikatan bangsa-bangsatentanghukum laut) Indonesia
telah meratifikasi konvensi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

WWW.Iarispa.co.id



BAB 2

Perairan Indonesia

Deskripsi Kompetensi
1.  Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar prinsip hukum yang
berkaitan dengan kapal yang melakukan pelayaran di laut.

Mata kuliah ini menjelaskan 3 pgjawaban atas pekerjaan di

kepadamasmg-masmg 208

kegiatan komersial, termasuk semua jenis yurisdiksi.

Mwvetarispasco.id

1) Laut teritorial

Menurut UNCLOS, laut teritorial dapat didefinisikan sebagai area
yang memanjang hingga 12 mil laut dari garis dasar negara pantai suatu

negara. Laut teritorial berada di bawah yurisdiksi negara tersebut; namun,



kapal asing (baik pedagang maupun militer) diizinkan melintasinya. Jenis
bagian dari bagian teritorial kapal asing dikenal sebagai bagian lintas damai
(innocent passage). Namun, kak lintas damai dapat ditunda jika ada
ancaman terhadap keamanan negara pantai (coastal satate).
Negara pantai juga dapat melakukan penegakan hukum jika:

- Segala jenis kegiatan kapal yang berada di wilayah teritorial

memiliki konsekuensi meluas ke negara pantai.
- Ada ancaman bagi perdamaian negara bagian di bagian pesisir.

- Ada lalu lintas ilegal atau penyelundupan narkoba.

AGA RISET PI’T

G TY AUNSULTAN MILIAUA DA

Vlarispa.c.igl.

memanjang hingga 200 mil laut dari garis dasar negara pantai atau garis

pangkal. Dengan demikian itu mencakup laut teritorial dan zona yang
tambahan. Zona ekonomi eksklusif menyediakan kontrol negara pantai atas
semua sumber daya ekonomi seperti perikanan, pertambangan, eksplorasi
minyak, dan penelitian kelautan. Negara pantai juga memiliki



yurisdiksi terkait perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan
lingkungan laut.

4) Landas kontinen (continental shef)
Landas kontinen dapat didefinisikan sebagai area yang batas
terluarnyatidak melebihi 350 mil laut dari garis dasar atau tidak melebihi
100 mil laut dari 2500 meter isobat. Negara pantai memiliki hak eksklusif

untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya di daerah
ini. Negara juga memiliki hak eksklusif untuk mengesahkan dan mengatur
pengeboran di dasar kontine

dicadangkan untuk navige nasional.

Namun, peraturan telah dibuat untuk menghindari pencegahan perdagangan

fvwelarisperco.id
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Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang
merupakan batas wilayah suatu negara sangat di pegang erat, pelanggaran
terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat
menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan
berakibat peperangan. Dengan batas wilayah di tuntut hubungan yang baik

10


http://www.sangkoeno.com/2014/07/zona-maritim-menurut-konvensi-hukum.html

bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang di ciptakan perlu di taati
agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Indonesiadengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang
membentang beribu—ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya
sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan
kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam
keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah
indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara danyang
menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial negara
indonesia. Kemudian dalam__perkem ditetapkannya wawasan

nusantara sehagai

doresia i Mana secara tegas Galamypaseld ayat dihyatskan /| =
yah peraltan ndonesiamelipu aytteroril Indonesia, peraran

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil

2 ®
ri aniialjmlg i :'-.;:3., ﬂ
erairanyangterletak | m @

lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai,

perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi
darat dari garis air terendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk
kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari
suatu garis penutup (pada mulut sungai, kunla,

11



teluk, anak laut, dan pelabuhan). Perairan pedalaman terdiri atas: Laut
pedalaman, Perairan darat. Laut pedalaman adalah bagian laut yang terletak
pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.
Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis
air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan
yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut di atas semakin kuat
keadaan lautan Indonesia yang membentang di wilayah kedaulatan
Indonesia. Sehmgga bagi pelayaran atau kegiatan lainnya yang
menggunakan fasilitasperai h epengetahuan atau izin terlebih

.RVE"}‘O’ etentian yang mengatur masale

2) Hukum internasional di manadi dalam W|Iayah lautan tersebut tidak
berada di bawah suatu negara sehingga pengaturannya dengan
memperhatikan hukum internasional. Kedua hukum itu tidak

12



bertentangan  berlakunya, namun hukun nasional selalu
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.

Laut yang merupakan wilayah ZEE, kewenangan negara yang
bersangkutan hanyaterbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja,
bagi negara-negaraasing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus
mendapatkan izin dari pemerintah sebagai penguasa wilayah tersebut,
sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan
segala tujuan damai. Mengenai laut bebas atau laut lepas (high sea) sangat

terbuka bagi semua negara, tidak satu negara pun dapat menyatakan bahwa

laut lepas ini termasu

kedaulatang

!'R\../EY.KONS‘.“ lain ke P!LKADA it melipt

1) Kebebasan melakukan

2) Kebebasan menangkap kan
_ - gk

laut.

4) Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas.

Kebebasanyangadadalamlautlepas dapatdilakukan secaraadil oleh
negara pantai untuk kepentingan negara yang tidak berpantai, dengan

13




posisinyaberada di antara negara-negara pantai dapat menikmati laut lepas
dengan segala sumber dayanya.
Sebagaimana diatur dalam konvensi Hukum Internasional bahwa:

1) Bagi negara tidak berpantai untuk mengadakan lalulintas bebas
melalui daerahnya. Hal ini dimaksudkan dengan lalulintas bebas dan
tujuan damai dapat menggunakan daerah berdaulat tanpa harus
dipersulit untuk melaluinya.

2) Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana halnya kapal-
kapalnya sendiri bagi kapal-kapal yang berbendera negara tidak
berpantai. Bagi.kap asing.dari negara tidak berpantai, agar

nya kapal mereka

L "% erpaniai maupunriegaraticak berparta harus ergb
SRR sl s (endefa e anye)

k Li
1) Hak lintas damai (right of innocent passage)
Kapal semuanegara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai,
menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan
Indonesia dengan ketentuan sbb:

14



a. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau
singgah di tempat berlabuh di tengah alur atau fasilitas pelabuhan di
luar perairan pedalaman.

b. Lintas damai harus terus menerus langsung serta secepat mungkin,
berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan
navigasi yang normal, atau karena keadaan memaksa, mengalami
kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat
udara yang dalam bahaya atau kesulitan. Lintas dianggap damai
apabila tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan

Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi dan

kepulauan Indonesia, antara satu bagiandarilac asatau ZEE Indonesia
dengan baglan laut Iepas atauEEE Indonesia Iamnya Kapal asing yang

skema lalu Imtas yang elah di tetapkan pemerlnt Indone5|a

3) Hak Lintas Transit
Semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai kebebasan
pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus
menerus, langsung dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di

15



selat antara satu bagian laut atau ZEE Indonesia dan bagian laut lepas atau
ZEE Indonesia lainnya.

4) Hak lintas melalui selat.

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
konvensi, dapat membuat peraturan-perundang-undangan mengenai lintas
laut transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan:

a. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut.
b. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran.

c. Pencegahan penangka termasuk penyimpanan alat penangkap

AGA RISET FULE L
JRVEY KONSULTAN PILKADA DAN:S 1

Sistem rute, Daerah pelayaran-falulintas kapal, Sarana Bantu Navigasi
Pelayaran (SBIJP) Nakhoda yang berlayar di peralran Indonesia pada
n A — il 1 .

) Pantal (SROP) terdekat. Yangdlma ud dengaﬁewnayahtertentu antara lain
perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur Traffic Separation
Scheme (TSS), area Ship to Ship Transfer (StS), perairan yang telah di
tetapkan Ship Reporting System (SRS). Yang di maksud dengan semua
informasi adalah informasi yang berkaitan dengan keselamatan dan
keamanan pelayaran.

16



BAB 3

Kapal, Keselamatan Dan
Keamanan Pelayaran

Deskripsi Kompetensi

1. Mata kuliah ini menjelaskan pengartian kapal, keselamatan dan kealaman

pelayaran sesuai undang-undang pelayaransRepublik Indonesia Nomor 17

Tahun 2008.de

2) MenurutUndang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kapal

dltarlk atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

17



Jenis-jenis kapal adalah sebagai berikut:

a. Kapal layar yaitu kapal yangdi gerakan oleh angin

b. Kapal yang di gerakkan dengan tenaga mekanik (dengan penggerak
mesin) misalnya: kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga
matahari, kapal nuklir.

c. Kapal yang di tunda atau di tarik (barge/tongkang).

d. Kapal yang berdaya dukung dinamis misalnya: Jet foil, hidrofoil,
hovercraft, kapal ini dapat berlayar dengan kecepatan tinggi sehingga

dapat dioperasikan di atas permukaan air.

Kapal selam.yai ng.bergerak di bawah permukaan air

www.larispa.co.id
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2.

Dimensi-dimensi Ukuran Kapal
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Gambar: memanjang dan mellnta kapal

Penjelasan gambar:
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Kapal adalah struktur tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar,
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Panjang kapal (length)

Panjang kapal diukur dengan cara yang berbeda untuk awak kapal,
untuk pembangun dan perancang, dan untuk pendaftaran. Persyaratan yang
digunakan untuk tujuan teknis atau register meliputi panjang terdaftar
(registered length), panjang tonase (tonnage length), panjang benaman
(floodable length), dan panjang menurut aturan klasifikasi (length by class
rules). Kami menyebutkan istilah-istilah ini hanya untuk sosialisasi.
Pengukuran panjang yang lebih umum digunakan-panjang keseluruhan

(length overall), panjang antara tegak Ilurus (length between

perpendicular 3 nj dasgaris. air bebanaman (length on load

AGA
ermukeah batang ke

l arispa;

digunakan, yang te
beberapa jeniskapal, ini untuk semuatujuan praktis, merupakan pengukuran

garis air.
Panjang pada Garis Air Bebanaman LWL (Length on Load
Waterline) kapal merupakan dimensi penting karena panjang pada garis air

merupakan faktor kunci dalam masalah kompleks kecepatan, hambatan,
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dan gesekan. Pada kapal dengan counter stern, LWL dan LBP bisa sama
atau hampir sama. Padakapal dengan buritain cruiser, LWL lebih besar dari
LBP, seperti yang ditunjukkan pada bagian atas (lihat gambar dimensi-
dimensi kapal)

Lebar kapal (width)

Lebar kapal atau, lebih tepatnya, luasnya kapal dinyatakan dalam
sejumlah cara dan, seperti panjangnya, karena sejumlah alasan. Luasnya
ekstrem kapal, yang biasa disebut beam, diukur dalam dari titik paling luar
di satu sisi ke titik paling luar di in_digtiti

ebar di kapal. Dimensi
ini harus menp j

ke sisi setiap geladak yang dapat dipilih sebaga
itu, harus dinyatakandalam istIh khusus seierti kedalaman kege ladak atas

sangat bervariasi dari satu titik keitik lainnya di ba
kedalaman lebih besar di buritan daripada di tengah kapal. Istilah
"kedalaman" adalah tempat pengukuran dilakukan dari bawah-dari lunas ke
atas. Biasanya, jika pengukuran seperti itu dilakukan di ruangan bangunan,
yang diambil dari lantai ke langit- langit, itu akan disebut tinggi.
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Berat kapal kosong (displacement light)
Berat kapal kosong tidak termasuk kargo, bahan bakar, ballast, stors,

penumpang, awak kapal, kecuali air dalam boiler sampai ke tingkat uap.

Daya angkut kapal (displacement loaded)

Daya angkut kapal termasuk kargo, penumpang, bahan bakar, air,
stores, dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk digunakan dalam
perjalanan, yang membawa kapal ke draft muatnya.

Berat mati kapa

kadalah perbedaan

cont Ly .KONS

ud ruangkemudl galley dan

kabin untuk penumpang.

vww.larispa.co.id

Tonase yang paling sering digunakan untuk perhitungan pajak tonase

dan penilaian biayauntuk wharfage (bea pelabuhan) dan biaya pelabuhan

lainnya. Tonase bersih diperoleh dengan mengurangi dari
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tonase kotor, awak kapal dan ruang navigasi, serta ruang yang ditempati
oleh mesin penggerak (engine room).

Cargo deadweight
Kapasitas ditentukan dengan mengurangi dari bobot mati
(deadweight), berat bahan bakar, air, stores, dunnage, penumpang, awak
kapal, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk digunakan dalam
perjalanan.
Tonase kapal kargo biasanya diukur dalam hal bobot mati
(deadweight) [kapasitas kar i

I ' : N2 AT

Negz aratas 424 el pegirare)
v mergertation beewnes dn ;bmm
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Gambar: bagan keselamatan dan keamanan pelayaran
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PadaPasal 116 (1) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
disebutkan: Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan
dan keamanan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan

maritim.

1) Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan yaitu kondisi
terpenuhinya persyaratan:
a. Kelaiklautan kapal yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,

Kesejahteraan Awak kapal dan

en keselamatan

RVE ‘.’ 'r‘\C.‘

ketentuan internasional, sedangkan yang terkait dengan manajemen

N-tarispa

kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang tertulis dan

terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk
pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta
peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan terpenuhinya
seluruh kesesuaian terhadap
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kesiapan kapal menghadapi, mempertahankan, dan menjaga
keamanan kapal dalam rangka peningkatan keselamatan kapal.
b. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana
Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran,
hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan
reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan
pekerjaanbawah air untuk kepentingan keselamatanpelayaran kapal.
Pemerintah melakukan perencanaan, pengadaan, pengoperasian,
pemeliharaan, dan pengawasan SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran
sesuai ketentuan internasional,se apkan.alur pelayaran dan

pengaman, pos penjagaan, peralatan monitor, peralatan detektor, peralatan

komunikasi, dan penerangan. Sistem komunikasi yaitu tata cara
berhubungan/komunikasi internal fasilitas pelabuhan, komunikasi antara
koordinator keamanan pelabuhan dengan fasilitas pelabuhan dan dengan
instansi terkait. Personil pengamanan adalah personil yang memiliki
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pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan pengamanan sesuai
dengan manajemen pengamanan (International Ship and Port Facility
Security Code/ISPS Code)
a. Apa itu ISPS Code
ISPS Code atau kode keamanan fasilitas kapal dan pelabuhan
internasional adalah peraturan maritim yang penting untuk
keselamatan dan keamanan kapal, pelabuhan, kargo, dan awak kapal.
Tantangan terbesar yang di hadapi dunia saat ini adalah memerangi
terorisme. Ada banyak peristiwa dalam sejarah belakangan ini yang

agai belahan dunia dalam berbagai

nber yang paling

RVEY l(C.\S'J tiina

Bab baru ini terd|r| dari peraturan yang di kenal sebagal kode

atau kode ISPS.

Karena laut adalah salah satu cara termudah untuk mendeteksi
wilayah internasional, organisasi maritim internasional (Intemational

Maritime Organization/IMO) di bawah konvensi
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SOLAS bab XI-2 mengembangkan kode keamanan fasilitaskapal dan
fasilitas pelabuhan internasional-kode ISPS untuk keselamatan kapal,
pelabuhan, pelaut dan lembaga pemerintah.

Kode ISPS diimplementasikan oleh IMO pada 1 juli 2004 sebagai
rangkaian pengukuran komprehensif untuk keamanan internasional
dengan menetapkan tanggung jawab kepada otoritas pemerintah,
otoritas pelabuhan, perusahaan pelayaran dan pelaut. Ini berlaku
untuk kapal yang melakukan pelayaran internasional yang mencakup
kapal penumpang & kapal kargo berukuran GT 500 ke atas.

b. Tujuan utama dari kode

(I\ONQ\JL'A.\ F L ADA VAN

berbagai tugas dan fungS| di tmgkat keamanan yang berbeda.

AL0.id

e) Untuk membangun dan mengimplementasikan peran dan

industri pelabuhan.

tanggung jawab bagi pengawas negara pelabuhan (port state
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officer) dan perwira di atas kapal untuk mengatasi ancaman
keamanan maritim tingkat internasional.

f) Untuk mengumpulkan data dariseluruh industri maritim mengenai
ancaman keamanan dan menerapkan cara-cara untuk mengatasi
hal itu.

g) Untuk memastikan pertukaran data informasi terkait keamanan
yang di kumpulkan dengan jaringan pelabuhan di belahan dunia
dan kapal di seluruh dunia.

h) Untuk memberikan metodologi untuk penilaian keamanan

sehingga..adagken ata edur untuk bereaksi terhadap

JRVEY YANSLILTAN BILKANA NAN SELTHES b IR [

a) Untuimengumptgkan informasi terkait keamanan dari Hgai

foaaEd 1S . CO. |

' b)Untuk menilai informasiyang dlterlma

¢) Untuk mendistribusikan informasi yang berhubungan dengan
keamanan kepada negara-negara peserta.

d) Menentukan protokol komunikasi yang tepat untuk kapal dan
fasilitas pelabuhan untuk pertukaran informasi tanpa gangguan.
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e) Untuk mencegah sesuatu masuk tanpa izin di fasilitas pelabuhan
atau di kapal dan daerah terlarang terkait lainnya, bahkan jika
sesuatu yang masuk tersebut bukan ancaman, tapi perlu selalu
dianggap sebagai ancaman potensial.

f) Untuk mencegah masuknya senjata yang tidak sah, alat pembakar
atau bahan peledak ke kapal dan fasilitas pelabuhan.

g) Untuk memberikancara yangberbeda untuk meningkatkan bunyi
alarm jika insiden keamanan ditemukan atau ancaman dinilai

potensial.

h) Untuk menerapkan rencanakeais di pelabuhan dan

kapa

jikaterjadiserangan nyata. Pembaja ganteroris, penumpang

gelap dan lain-lain adali ancaman nyata yang sewaktu waktu yang
A \AJRA L L.

R [0 B

akan dlperlukan untuk mengidentifikasi dan: mengambll tindakan

pencegahan terhadap insiden keamanan tersebut.
Pemerintah bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui

rencana keamanan kapal (Ship Security Plan) untuk kapal, yang juga
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akan mencakup amandemen rencana lama dan lain-lain. Perusahaan
harus melatih perwiranya untuk mendapatkan sertifikat SSO (Ship
Security Officer) dan melakukan penilaian keamanan di kapal hanya
dilakukan oleh Perwita yang memiliki sertifikat ini. Penilaian SSP
(Ship Security Plan) oleh perwira yang memiliki sertifikat untuk
menemukan kekurangan dan peningkatan SSP. Penilaian keamanan
kapal harus didokumentasikan, ditinjau, diterima dan disimpan oleh
perusahaan. Setiap kapal harus membawa rencana keamanan kapal
yang disetujui oleh pemerintah.

e. Kode ISP

rity Office/CSO)

LA % “ketdakcsestiian (on conformities) dan remodifiias
SRR sectrity plan)sestaikekurangan. o) ||

bertanggung jawab untuk melakukan latihan yang sering sesuai
SSP.
c) Rencana keamanan kapal (Ship Security Plan/SSP)

Ini adalah rencana yang disimpan di kapal yang menyebutkan
tugas anggota awak kapal di tingkat keamanan yang berbeda

30



tindakan dan tidak pada jenis ancaman keamanan yang berbeda.
SSO  bertanggung jawab di bawah CSO untuk
mengimplementasikan rencana keamanan kapal di atas kapal.

d) Sistem peringatan keamanan kapal (Ship Security Alert
System/SSAS)

Berbagai jenis peralatan keamanan disimpan di kapal yang
mencakup detektor logam untuk memeriksa orang yang memasuki
kapal. Dari bulan juli 2004, sebagian besar kapal telah menginstal
sistem peringatan keamanan kapal (SSAS) sesuai norma ISPS

yang tidak terden

Fasilitas pelabuhan ha
d|I|ndung| darl segalajeils ancaman yang mungkm timbul baik darl

kapal yang datang ke pantamya dari pelaya mternas?onal unk
segala risiko keamanan. Ini adalah fasilitas pelabuhan yang
mendefinisikan tingkat keamanan untuk diterapkan pada kapal-kapal
yang berada di perairan teritorialnya. Perusahaan pengelola
pelabuhan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana keamanan
fasilitas pelabuhan (Port Facility Security Plan/PFSP). Penilaian
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biasanya dinilai dan ditinjau oleh negara bendera (flage state) atau
oleh organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah yang bertanggung
jawab untuk perkapalan dan pengembangan pelabuhan negara
tersebut.
Kode ISPS untuk fasilitas pelabuhan termasuk:
a) Petugas keamanan fasilitas pelabuhan (Port Facility Security
Officer/PFO)
PFSO adalah pejabat atau perwira keamanan yang ditunjuk
pemerintahyangbertanggung jawab untuk mengimplementasikan
ingkat keamanan untuk pelabuhan
a. Dia bertanggung

PAC:A. RISEY P
', fterjadi pelanggaran keamanan dijelaskan dalam
pment

Peralatan keamanan minimum seperti scanner dan detektor

slarispascond:

pelabuhan.

g. Menerakan tingkat keamanan (implementing security level)
Tingkat keamanan dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan di bawah
konsultasi atau berkoordinasi dengan otoritas pemerintah
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daerah. Tingkat keamanan yang diadopsi untuk fasilitas pelabuhan
harus diinformasikan kepada pihak kapal untuk langkah-langkah
kerja sama.
h. Tantangan kode ISPS (challenges of ISPS code)
Setiap regulasi hadir dengan tantangan sendiri. Kode ISPS tidak
berbeda dan memiliki masalah berikut:
a) Hak asasi manusiaadalah salah satu keprihatinan terbesar dengan
kode ISPS karena secara langsung mempengaruhi kesejahteraan
pelaut. Turun ke darat selau dianggap sebagai proses pelepas stres

yang penting bagi awak ka d ‘eRa.ancaman keamanan,

/ V\C'\JSULT/\M' ?ILKADH\ u:\;' jaan

e) Keglatan pelabuhan juga terpengaruh ketika tlngkat keamanan

pelabuhan akan lebih lama karena semua muatan di periksa

dibandingkan dengan tingkat keamanan yang lebih rendah (level 1
dan level 2), di mana hanya segelintir kargo yang diperiksa.

g) Beberapa pelabuhan tidak mengizinkan operasi kargo di bawah
keamanan level3 sampai level diminimalkan.
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i. Keuntungan dari kode ISPS
a) ISPS bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan
kapal sehingga meminimalkan risiko.
b) Kontrol yang lebih baik dari aliran kargo.
c¢) Prosedur dokumentasi yang lebih baik (karena memiliki prosedur
standar di seluruh dunia).
d) Lingkungan kerja yang aman membuatnya lebih mudah bagi

pelaut dan pekerja pelabuhan.

J- Kerugian kode ISPS

pa tugas yang lebih terkait

laap‘ AC;A Ri }*’lﬂl P(J - Jl'(
L RVEY KONSULTAN PILKADA DAN SERION RLURI M4

www.larispa.co.id
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ISPS Code
Implementation

A\
)
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https://news.maritime-network.cCom/2019/0 s-code-for-ships-an-
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essential-quick-guide/
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Yaitu: Terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dari kegiatan: Kepelabuhanan, pengoperasian
kapal, pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun di perairan,
pembuangan limbah di perairan, penutuhan kapal (skrap kapal). (undang-
undang pelayaran nomor 17 tahun 2008)
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Ancamanterhadap lingkunganlautyangharus di ketahui. Sementara
ekosistem laut mendapat perhatian Kita karena berbagai alasan, faktanya
tetap bahwa peningkatan ekosistem dalam tingkat polutantelah menurunkan
kondisi air di seluruh dunia ke tingkat kerusakan yang tidak dapat di
perbaiki. Studi menjelaskanbahwa 80 % pencemaran laut berasal dari darat,
dalam berbagai bentuk pencemaran, sebagian besar akibat dari berbagai
kegiatan manusia. Namun pencemaran plastik merupakan ancaman terbesar,
daftar polutanuntuk lingkungan lauttetap panjangdengan limbah, pestisida,
bahan kimia industri dan sampah lainnya. Memang benar untuk mengatakan
bahwa meskipun mengambilibanya kKah untuk mengurang dampak

elindungi dan

ita
harus ewaspadal olutaryergmenganoa ekosisiemdsnstmoer- &mbér | &
VY ORTULTAN PILIACA CAl: SE e

lautan telah mencemari ekosistem laut. Seperti disebutkan sebelumnya,

selama bertahun-tahun samudera telah ditargetkan sebagai tempat
pembuangan limbah, bahan kimia, limbah industri, sampah, dan puing-
puing lain dari daratan. Menurut laporan, hanya perusahaan pertambangan
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di seluruh duniayang membuang 220 juta ton limbah berbahaya langsung
ke air kita setiap tahun. Demikian pula penting untuk di catatan bahwa
sekitar dua pertiga kehidupan laut di dunia telah terancam oleh bahan kimia
yang kita gunakan setiap hari, termasuk pembersih rumah tangga. Karena
kita bergantung pada ekosistem laut secara luas, efek buruk dari
pembuangan laut tidak hanya dirasakan oleh kehidupan laut tetapi oleh
manusia karena hal itu menimbulkan risiko kesehatan.

b. Limpasan darat

Salah satu sumber utama

dari sumber non

c. Pengerukan

iz larispa

dan kegiatan terkait lainnya. Namun pengerukan telah menjadi penyebab

pen

utama gangguan pada ekosistem laut selama bertahun-tahun. Karena
pengerukan adalah untuk menghilangkan endapan yang terendam di bawah
air, aktivitas ini mengubah komposisi tanah yang di buang sebelumnya,
yang mengarah ke perusakan habitat mahluk dan organisme. Demikian
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pula pengerukan material yang terkontaminasi akan menghasilkan
pengelompokan kembali partikel berbahaya dan mencemari area perairan
yang luas. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi
dampak pengerukan pada lingkungan laut, beberapa kasus melibatkan
perusakan kehidupan bawah laut masih banyak terdengar,

d. NOx dan SOx
Nitrogen oksida (NOx) dan sulfur oksida (SOx), dua polutan utama
yang ditemukan dalam emisi perkapalan, telah sangat mempengaruhi

lingkungan laut dan.lapisar dalam.beberapa cara. Baik NOx maupun

ingkungan dalam

l\“

iRV ndurn ’\ 'SULT‘|J |

L
ianpula, batas s ,
ang i@uialaet;tlgan 3
sejak tahun 2020.
e. Pengasaman laut
Masalah pengasaman laut dengan cepat menjadi ancaman bagi

kehidupan laut dan manusia. Pengasaman laut adalah penurunan
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berkelanjutan dari pH air laut yang disebabkan oleh penyerapan karbon
dioksida (CO2) dari atmosfer. Pengasaman laut memiliki kekuatan untuk
sangat membahayakan kehidupan organisme laut dan juga manusia yang
bergantung pada ikan dan hasil ikan untuk makanan sehari-hari mereka.
Studi telah menunjukkan bahwa penurunan tingkat pH mempengaruhi
perilaku beberapa spesies laut, menempatkan mereka pada risiko yang
mengancam jiwa.

f.  Level air laut meningkat

Pemanasan global secara mengkha i meningkatkan level air

laut, mengancan

| s erostyang merusak dan koniamies ahanperdtianeangang | = 1 <8 B <
£/ e penting ancamamsefius erhadap bt beberepa e, ikan dani 1)1 18]:1 A1

dari kapal menghancurkan lapisan ozon. Zat perusak zat yang dihilangkan
oleh kapal-kapal di seluruh dunia termasuk methyl chloroform, methyl
bromide, Bromochlorodifluoromethane dan bromotrifluoromethane dan

lain-lain. Gas-gas buatan manusia ini mampu menghancurkan ozon
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dan pada dasarnya, gas-gas ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan
laut dalam beberapa cara.

h. Polusi sampah dari kapal
Sepertikita ketahui, puluhandanribuan kapal bertanggung jawab atas
lebih dari 90% perdagangandunia. Terlepas dari polutan lain seperti minyak
dan gas, limbah dan sampah yang dihasilkan di kapal merupakan ancaman
signifikan bagi ekosistem laut. Baik limbah padat dan cair dalam bentuk air
balas, air abu-abu, limbah makanan, dunnage dan bahan pengemas, produk
kertas dan bahan pembessif aindan lain-lain. Mencemari air laut dan

Jedigunakan untuk

i pefigoperesian kepal herbehaya bagi brganimet
ALY KOS TN LAS L 2

organ internal dan respons panlk keseluruhan terhadap suara asmg Sumber

Nlarispa

tinggi di lingkungan laut karena kebisingan dapat menempuh jarak yang

lebih mudah dalam air dan pada saat yang sama, kehidupan laut sangat peka
terhadap kebisingan karena ketergantungannya yang besar pada suara
bawabh air untuk fungsi kehidupan dasar.
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j. Tumpahan minyak

Tidak ada diskusi tentang lingkungan laut yang bisa sampai pada
kesimpulan tanpa menyebutkan penyebab terbesar pencemaran laut-
tumpahan minyak. Dunia telah menyaksikan beberapa bencana tumpahan
minyak yang telah menjadi salah satu keprihatinan utama pencemaran
terhadap lingkungan laut. Bencana seperti tumpahan minyak exxon valder
dan deepwater horizon dan lin-lain telah mengakibatkan polusi ekstrem
ekosistem laut, menewaskan ribuan spesies laut. Minyak yang tumpah
menghancurkan kemampuan isolasi beberapa spesies laut dan juga burung,
membuat mahluk-mahluk ini menghadapirisi ang.mengancam jiwa.

z_Y.l‘(GNS'uL l A*J

burung laut dan penyu setiap tahun. Menelan ikan plastik mikro dan spesies
lain juga berisiko bagi kehidupan mereka dan juga manusia.
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BAB 4.

Pentingnya Kelaiklautan Kapal

Deskripsi Kompetensi
1. Mata kuliah ini menjelaskan pentingnya kelaiklautan kapal sesuai
undang-undang pelayaran Republik Indonesianomor 17 tahun 2008

dan penerapannya

R RTE YN
L\J.QI’
AGA

FW KC\'(‘J‘-T[‘ u..E\A:rt\ :AN ala
velopment) tahun 2019. Dari
fakta tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh dunia

L IAriSpase s

kapal yang demikian dikategorikan sebagai kapal yang laik laut dan laik

an berlingkup luas

berlayar mengarungi lautan.
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BIVIBAGA RISET PULBEEI
/2121 Ppenoguina kapal Uik melekikan pelayaran. e selifuh durial 1)1 1101211

diperlukan kesiapan kapal seCara‘nte seperti konstruksi

kapal perlengkapan kapal, perilatan navigasi, alat-alat keselamatan, radio

- ke nam puan mngopera3|§ . L

komponen-komponen di atas kapal terutama nakhoda yang mempunyai

kemampuan untuk membawa kapal dengan aman, selamat dan efisien.
Hanya kapal yangtelahmemenuhi persyaratan laik laut yang disetujui
oleh Syahbandar untuk berlayar berdasarkan dari surat
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Dr L]

pernyataan kelaiklautan (sailing declaration) yangdi laporkanoleh nakhoda
kepada Syahbandar sesuai ketentuan pada undang-undang pelayaran nomor
17 tahun 2008 pasal 138 (2).

Kapal yang senantiasa mempertahankan kelaiklautan akan mampu
bersinergi dan beradaptasi dengan lingkungan perairan masuk pelabuhan,
perairan pelabuhan, sarana danprasarana pelabuhan, perairan selat, perairan
sempit dan sibuk, lingkungan laut nasional maupun laut bebas (high sea),

dan akan diterima di semua pelabuhan terutama pelabuhan- pelabuhan di

luar negeri.

dll Imenaral

A=A RISET PTE MY

untuk berlayar atau tidak berbahaya. Di.sinila konsep kelauta di gdriakéri| 12

sesuai dengan hukum kelautan yang berlaku. Secara umum ini adalah

konsep abstrak yang di gunakan terutam di bidang hukum maritim. Ini
menunjukkan kapal apakah aman untuk berlayar.
Kapal-kapal yang tidak memenuhi kelaiklautan kapal akan berisiko

sebagai berikut:
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1) Kapal yang memiliki konstruksi dan pemeliharaan yang buruk sering
kali menjadi alasan utama dalam proses pengadilan berkaitan dengan
kerusakan baik properti atau hilangnya nyawa selama kecelakaan
maritim. Dalam kasus tersebut, pemilik atau operator kapal
bertanggung jawab atas penyimpangan dalam perawatan.

2) Dalam undang-undang dan carter kapal merujuk pada jaminan
laiklaut yang di lakukan oleh pemilik atau operator kapal. Kapal yang
tidak laiklaut tidak ada yang mau mencarter kapal tersebut.

3) Bagi pembangun kapal jika langkah-langkah dan standar yang sesuai

tidak terpenuhi, maka

1 f'\ll

" u.. \r‘\Dr\ uri'\n
kond|S| tldak ama

asuransi tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi
|I<B|a| altr sl ﬁtp

7) Jika ditemukan bahwa sifat kapal yang tidak aman telah

..“5 \
ganti rugi

6)

membahayakan nyawa awak kapal serta barang-barang yang
dibawanya, maka operator dan pemilik kapal bertanggung jawab
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untuk membayar denda karena tidak memelihara kapal dalam kondisi
laik laut.

8) Kapal yangtidak laiklaut tidak bisa melakukan kegiatan di pelabuhan
untuk melakukan manuver, bongkar muat barang.

9) Selama melakukan bongkar muat barang di pelabuhan kapal harus
dalam kondisi laik laut, jika tidak laiklaut kapal tersebut dilarang
melakukan kegiatan bongkar muat barang.

10) Kapal yang tidak laiklaut tidak punya nilai jual kapal tersebut.

11) Nakhoda dllarang memberangkatkan kapalnya jika diketahui bahwa

juan berlayar dari

Kapal merupakan bangunan besar yang berada di laut sejak kapal

kru kapal yang mengopera3|kan kapal untuk membawa muatan menuju

pelabuhan-pelabuhan tujuan di seluruh dunia, maka kapal harus memenuhi
syarat kelaiklautan. Kelaiklautan kapal adalah abstrak, konkretnya adalah
kapal yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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1) Kapal dibangun di galangan sesuai dengan standar-standar
pembangunan kapal, satu milimeter saja terjadi penyimpangan akan
berakibat kehancuran.

2) Kapal harus memenuhi standar keselamatan, yaitu dilakukan
pemeriksaan dan pengujian pada material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio kapal,

elektronik kapal, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian

diterbitkan sertifikat keselamatan pada kapal tersebut.
Kapal harus memiliki perle r egah encemaran dari

PILr(‘w/\ .JN' e ol

sebagai pemlmpln tertinggi yang mempunyal wewenang dan

ELIREED -

garis muat sesuai dengan persyaratan, informasi stabilitas, tatacara

pemuatan dan pemadatan, pengaturan ballast, persyaratan kelaikan

peti kemas.
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6) Kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang yaitu
berkaitan dengan gaji awak kapal, jam kerja dan istirahat,
kompensasi, kesempatan berkarir, akomodasi, rekreasi, makan dan
minum, pemeliharaan dan perawatan kesehatan, asuransi kecelakaan
kerja. Bagi kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan
fasilitas kesehatan bagi penumpang.

7) Status hukum kapal. Kapal yang harus melalui proses pengukuran,
pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapalnya.

8) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
Pemilik ata eratc gumengoperasikan kapal ukuran tertentu

ajemen keselamatan

mal n‘ r

llc

11) Pemilik atau operator kapal senantiasa memperhatikan perawatan
kapal secara terus menerus dan jadwal pengedokan kapalnya.
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BAB 5

Kelaiklautan Kapal

Deskripsi Kompetensi
1.  Mata kuliah ini menjelaskan kelaiklautan kapal sesuai undang-

undang pelayaran Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 dan

penerapannya.

kesehatan penumpang, Sta

pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk

“wwwww:larispa.co.id
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Kesalamatan kapal
pencegahan pencemaran dari kapal

pengawakan kapal

garis muat dan pemuatan
KELAIKLAUTAN KAPAL I__. kesejahtaraan awak kapal dan kesehatan
seaworthiness penumpang

status hukum kapal

manajemen keselamatan dan pencegshan
pencemaran dari kapal
majajemen keamanan kapal

sangsl administratif

el
e oy ¢
- rrass bevaky uly
KESDAMATAN beeanl e
RARA Py iiidiommad agal Serdasarkan ek soan
FYoow & bertbes . hagal russh teriert wa i8 o hefexean pede
: et m proisaie st ool
Mgt  sertine - hogni gants benclars i
< ateled Kasalartatan kapad <y s bagel Thenh
-x::‘ nerrose sesun dergun seriivhat
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periatnbes [ < baged eangelvn wiae
~ atabiike « et ot waluiae g
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parlarghapan aps, sl perarghap an
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- ahicion ks bapel - ke rangan cokasmes kapal ricak weeanl
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]
Gambar: Bagan keselamatan kapal
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Dari definisi tersebut maka kelaiklautan kapal terdiri dari:

1. Keselamatan Kapal

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus
memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Persyaratan keselamatan kapal meliputi:

Material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan,
stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat

penolong dan radio, elektronika

.-'\/EY.KGN;:ULTAN PILKADA DAN

c. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan

Jdarispa.co.id

e. Kapal berganti bendera.

f. Kapal tidak sesuai lagu dengan data teknis dalam sertifikat
keselamatan kapal.
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g. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan
konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi
atau jenis kapal.

h. Kapal tenggelam atau hilang.

i. Kapal ditutuh (scrapping).

Sertifikat kapal di batalkan apabila:
a. Keterangan dalam dokumen kapal yang di gunakan untuk
menerbitkan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

atan_keselamatan kapal.

AlA RISEL £©U
IRVEY KONSLILTAN PILKANA DAN

diberikannya keringanan terhad
kondisi sebagiberikut: o

aly ”ay g
o penggulangan encana.

b. Kapa?yan

S,

u

di gunakan da

c. Kapal berlayar dalam cuaca buruk dan atau mengalami musibah
yang mengakibatkan rusak atau hilangnya perlengkapan kapal.

d. Kapal yangdigunakan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan
pertolongan

e. Kapal berlayar menuju galangan untuk perbaikan (docking).
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f. Kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan
utamanya, dengan mempertimbangkan daerah pelayarannya tidak
efisien apabila harus memasang perlengkapan keselamatan tertentu
atau alat komunikasi tertentu. Sebagai contoh: kapal harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan internasional, tetapi karena
daerah pelayarannya lokal dan dekat maka persyaratan peralatan
keselamatannya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan.

Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan
pada Badan Klasifikasi (Badan Klasifikasi Nasional atau asing yang diakui

dapat di tunjuk melaksanakan erhadap kapal

untuk keperl

ANSURVEY KOMSULTAN PILKADA DAN SEXTOR RURI [H

ermanis
- Korean Register (Soul) K.R

- The Brltlsh Corporatlor]eglster of Shipping Alrcraft d

Sertlflkat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran

GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih kecuali:
a. Kapal perang
b. Kapal negara
c. Kapal yang dipergunakan untuk keperluan olahraga.
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Jenis-jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:
a. Sertifikat keselamatan kapal penumpang (meliputi keselamatan
konstruksi, perlengkapan, dan radio kapal).
b. Sertifikat pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Janis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan SOLAS

1974 antara lain:
a. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Certificate).
b. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety

ng (Cargo Ship

L. AlxA RISET PUBIHIE
CENE TN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEQTON RURLIK

angkap ikan sebagai
bukti terpenuhinya persyarata

eselamatan kapal dan pengawakan untuk

"".“ glﬁ mtelvts agiG)Qa&"i’dka”

pembebasan sebagian persyaratan yang di tetapkan dengan tetap

memperhatikan keselamatan kapal.
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2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal

Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenunhi
persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran. Pencegahan dan
pengendalian pencemaran ditentukan melalui pengujian dan pemeriksaan.
Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan
pengendalianpencemarandiberikansertifikat pencegahan danpengendalian
pencemaran oleh menteri.

1) Konvensi Internasional Marpol 73/78 (marine pollution 73/78)
Sama seperti SOLAS, yang atur. i tri pelayaran untuk

mengikuti standa

berbahaya yang dapat di keluarkan
Konven3| Ilngkungan IaI\ ini terdiri dari 6(enam) Iamplran (Annex)
SR

i

laut, enam Annex tersebut adalah sebagal berlku

Annex I:  Regulation for prevention of poIIutlon by oil (2 oktober 1983)

Annex Il:  Regutlation fof control of pollution by noxious liquid in bulk
(6 april 1987)

Annex Ill: Regulation for prevention of pollution by harmful substance

carried at sea in packaged form (1 juli 1992)
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Annex IV: Regulation for prevention of pollution sewage fron ships (27
september 2003)

Annex V:  Regulation for prevention of pollution by garbage from ships
(31 desember 1998)

Annex VI: Regulation for prevention of air pollution from ships (19 may
2005

International Convention for the Prevention of Pollution (MARPOL )

Regulations for the Prevention

ANNEX | of Pollution by Ol

(zeiered into jorce 2 October

Requiations for tha Control of
Pollution by Noxious Liquid

Substances in Dulx ANNEX ”
CORTARIEY AT 6 april 1987
—

Frevandon of Poduton by
Harmful SubstEnces Carried by

3
ANMEX I <oa in packagoa kom

{enterad imo force 1 July 19€2)

Prevenbion of Pollution by
Sewage from Ships N
A \ X /
(entered into lorce 27 "\Nl JE' - l\
September 2003)

Prewention of Pollution by
Garoage from Shigs

ANNE)( \J' |entered into farce 31
December 19£8)

Prevention of Alr Polluton

from Ships
(entered into force 18 May ANNEX Vl

20085)

IsSInnannensght.oom

Gambar: Marpol marpol 73/78

(https://www.marineinsight.com/maritime-law/marpol-convention-shipping/)
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3. Perlindungan Lingkungan Maritim
Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim di lakukan oleh
pemerintah dilakukan melalui:
a. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian
kapal.
b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan

kepelabuhanan.

Selain pencegahan dan penanggulangan seperti di sebutkan di atas,

perlindungan lingkungan maritim juga di lakukan terhadap:
a. Pembuangan limbahsdi

1. 7. pencégahan dan Penanggularigan Penceriarén daril =4 B9 =4 LI B <
CENBITTIAE T 2 (ONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR RUEBT 4

pencemaran lingkunganyangbersumber dari kapal. Kapal denganjenis dan

ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan

pencemaran minyak dari kapal. Setiap kapal dilarang melakukan
pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia
berbahayadanberacun ke perairan. Setiap kapal di larang mengeluarkan gas
buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. Setiap Nakhoda atau penanggung jawab
unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi
pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya. Setiap
Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera
melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain
yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang di sebabkan
oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat
adanya pencemaran dari kapal dan/atau kegiatan lain di perairan. Yang
dimaksud dengan penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan antara
i dan fasilitas penampungan minyak

lain pengelola uni

tentang péncegatian pencemaran olek mityaksdari'kapal "y ()] =021

No. ISI KOTOR (GT) KAPASITAS MINIMUM OWS M3/JAM

riarispa.to.id

1000 s.d. kurang dari 1600

3 1,0 m3/jam
4 1600 s.d. kurang dari 4000 2,5 m3/jam
5 | 4000 s.d. kurang dari 10.000 5,0 m3/jam
6 10.000 ke atas 10,0 m3 jam
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KAPASITAS MINIMUM OWS
No. ISI KOTOR (GT)/PK
M3/JAM

1 Kapal 150 s.d. kurang dari 400 0,25 m3/jam

Kapal tunda kurangdari 400 dengan PK

lebih dari 500
2 Kapal 100 s.d. kurangdari 150 0,1 m3/jam

Kapal tunda dengan PK kurangdari 500

berminyak di Perai

Setiap kapal dilarang melakukan

untuk menjamin keselamatan kapal

pembuangan minyak atau limbah

au keselamatan jiwa di laut.

A ki bchadoka . | C)

mendadak dan semua tindakan purba jaga telah diambil guna

mencegah atau mengurangi tumpahan.
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5.  Pengawakan Kapal

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak kapal yang memenuhi
persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional
dan Internasional. Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera
Indonesia harus warga negara Indonesia. Nakhoda untuk kapal ukuran GT
35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang
penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan,
dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Nakhoda untuk kapal
motor kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) dengan

konstruksi sedechanaqy@ang perairan terbatas bertanggung jawab

i ';' dl .t tﬁéﬁ * g 52 ‘_. ; g i S | .
¥ o'NER @ "o U /ar. Sebelu

berlayar nakhoda wajib memasti bn bahwa kapalnya telah memenuhl
persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.
Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui
kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan. Pemilik atau
operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang
dari rute yang telah di tetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang di
perlukan. Yang dimaksud dengan menyimpang dari rute adalah tindakan
yang di lakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal
terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (tropical cyclon) atau taifun
(hurricane). Yang dimaksud tindakan lainnya yang di perlukan yaitu:
tindakan yang harus dilakukan oleh Nakhoda untuk melakukan pertolongan
setelah mendengar isyarat bahaya (distress signal) dari kapal lain yang
menyatakan I’m in danger and required immediate assistance (convention
on the International regulation preventing isions at Sea
1972/COLR

maka penggantian nakhoda di tunjuk oleh dewan kapal. Dalam hal

penggantian Nakhoda disebabkan berhalangan tetap, nakhoda pengganti
sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab atas keselamatan,
keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan dan nakhoda
tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan
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atau kebenaran materiel dokumen muatan kapal. Yang dimaksud dewan
kapal adalah dewan yang di bentuk di atas kapal yang terdiri atas perwira
kapal dengan tugas membantu dan memberikan saran kepada pengganti
sementara nakhoda dalam menjalankan kewenangannya.

Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross
Tonnage) atau lebih dan nakhoda untuk kapal penumpang, wajib
menyelenggarakan buku harian kapal dan wajib melaporkan buku harian
kapal kepada pejabat pemerintahyangberwenangdan/atauatas permintaan
pihak yang berwenang untuk memperlihatkan buku harian kapal dan/atau
memberikan salina ian.kapal dapat di jadikan alat bukti di

ot Kcm

Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas pelanggaran
yang di lakukan setiap anak buah kapal:
a. Meninggalkan kapal tanpa izin nakhoda.
b. Tidak kembali ke kapal pada waktunya.
c. Tidak melaksanakan tugas dengan baik.
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d. Menolak perintah penugasan.
e. Berperilaku tidak tertib.
f. Berperilaku tidak layak.

Selama perjalanan kapal, nakhoda dapat mengambil tindakan
terhadap setiap orang yang secaratidak sah beradadi atas kapal. Nakhoda
mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang ada di dalam kapal akan
membahayakan keselamatan kapal dan awak kapal.

Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam
jabatan apapun tanpa di sijil dan tanpa memiliki kompetensi dan

kapal sesuai dengan jenis dan ukurannyanarus e api dengan informasi

stabllltas untuk memungkmi]n nakhodagnenentukan semua keadaan 7 i

o oo it o) |

penempatan 'dan pemadatan muatan barang serta pengaturan balas harus
memenuhi persyaratan keselamatan kapal, demikian pula halnya dengan
setiap peti kemas wajib memenuhi kelaikan peti kemas.
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1) International Convention on Load Lines 1966 and Protocol of 1988,

as Amended in 2003
Tujuan dan kebutuhan dari load line yang mendasar adalah untuk
memberikan batas hukum muatan maksimal hingga kapal dapat dimuati
dengan muatan. Dengan penetapan batas seperti itu, risiko kapal berlayar
dengan freeboard dan daya apung yang tidak memadai dapat di batasi.
Sebuah kapal harus memiliki freeboard yang memadai setiap saat, setiap
pengecualian yang di buat akan mengakibatkan stabilitas yang tidak
mencukupi dan tekanan berlebihan pada lambung kapal. Di sinilah garis
i pamembuat petugas untuk mendeteksi

st T8 e RFUET PIT
:NVL\ }(Of\ub ebih besar dari pada berl

yangdiposmkan di tengah kapal. Semua kapal sepanjang 24 meter dan lebih
diwajibkanuntuk memilikitandaaris muatinidi posisi tengah panjang garis

air muatan musim panas.
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Ada dua jenis tanda garis muat (load line)
1) Load line standard, ini berlaku untuk semua jenis kapal.
2) Load line timber, ini untuk kapal dengan geladak kayu.

Tanda-tandaini harus di lihat di permukaan lambung, membuatnya
terlihatbahkan jika catsisi kapal memudar. Tanda harus di cat dengan wama
putih atau kuning pada latar belakang gelap/hitam pada latar belakang
merah. Markah garis muat lengkap terdiri dari 3 (tiga) bagian penting.
1) Deck line, garis horizontal berukuran 300mm x 25mm, melewati

permukaan atas freeboard.
2) Load line disc. ini

UV ALA RISEL P 1L
CENE TTHm SRV EY KOMAL(LTAN PILKADA DAM SERTOR RURI K
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CECH UNE

L2 A xA RUSED PLIR L
SRS 48 = summer (masim. (panas), vini \ adalan 1garis e N1

ama dengan garis plimsol.
Load Iing yang lainnya di tandai berdasa'hrkan aris
a;iatas

W. l_afr i! ﬁmﬁésggiqeak!

garis muat musim panas (summer).

W = Winter (musim dingin), ini adalah garis musim dingin
yang di tandai di bawah garis muat musim panas.
WNA = Winter North Atlantic, ditandai di bawah garis muat

winter, ini berlaku untuk pelayaran Atlantik Utara (di
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atas 36 derajat lintang) selama bulan-bulan musim

dingin.

F = Fresh (air tawar), ini adalah garis pemuatan air tawar
musim panas.

TF = Tropical Fresh Water, ini adalah garis pemuatan air

tawar di tropika, ditandai di atas T.

5) Tanda Garis Muat Kapal Geladak Kayu
Kapal kargo yang bergeladak kayu diharuskan memiliki
serangkaian garis muat khusus yang di kenal dengan garis muat
geladak kayu (timber load line

sesuai dengan

L2
22011 isetian Awak | Kapal berhak mendapatkan kesejahtéraan yang- 1% 1< RIS RIT

meliputi:
a. Gaji | | | 7 s 7 -
VWWANEEAKISDA.CO.1d
. Y el | | @ ~ &
c. Jaminan keberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempa
asal.

d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami
kecelakaan.
e. Kesempatan mengembangkan karier.

f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman.

67



g. Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan serta pemberian asuransi
kecelakaan kerja.

Kesejahteraan kerja tersebut di atas dinyatakan dalam perjanjian
antara awak kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Setiap kapal yang mengangkut penumpang wajib menyediakan
fasilitas kesehatan bagi penumpang meliputi:

a. Ruang perawatan atau pengobatan.
b. Peralatan medis dan obat-obatan.

A A R’ESET I'sd
JRVEY KONSLLTAN PILKADA DA

panjang Kura ari 24 (dua p empat) meter. Metode pengukuran
|n| d| tkaan oleh pemerintah Indonesia yang di terapkan pada

AP RELS B oboe Gl €
Konvensi internasional tentang pengukuran kapal.
b. Pengukuran Internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24

meter atau lebih. Metode pengukuran ini di tetapkan oleh pemerintah
Indonesia berdasarkan konvensi Internasional tentang
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pengukuran kapal (International on Tonnage Measurent of Ship
1969/TMS 1969).
. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan tertentu.
Metode pengukuran khususini di pergunakan untuk pengukuran dan
penentuan tonnase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara
lain metode pengukuranterusan Suez dan metode pengukuran terusan
Panama.

Pengukuran kapal untuk mendapatkan isi kotor kapal (Gross
Tonnage/GT) dan isi bersih kapal (Net Tonnage/NT). Bagi kapal

dengan hasil pengukuran sekurang : aka pada kapal

tﬂ‘.’"Y I(O?

p
operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan kepada
Menteri atau pejabat yang di tunjuk oleh Menteri untuk di adakan

pengukuran ulang kepada kapal tersebut.
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2) Pendaftaran kapal

Pada KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) pasal 314 di
sebutkan kapal-kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit 20m3 (dua
puluh meter kubik) isi kotor, dapat di bukukan dalam suatu register kapal
menurut ketentuan-ketentuan yang akan di tetapkan dalam suatu undang-
undang tersendiri.

Pada Pasal 158 (1) Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
di sebutkan kapal yang telah di ukur dan mendapat surat ukur dapat di
daftarkandiIndonesiaoleh pemlllkkepada pejabat pendaftar dan pencatatan
balik nama kapa

J 3 L & B | ‘ A N ! @ A
dengan gross akta pendaftaran adala salinan resmi dari minut (asll dariakia

pendaftaran). Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan
yang di sampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya

antara lain merupa:
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1) Bagi kapal bangunan baru
a. Kontrak pembangunan kapal.
b. Berita acara serah terima kapal.

c. surat keterangan galangan.

2) Bagi kapal yang pernah di daftar di negara lain
a. Bill of sale
b. Protocol of delivery and acceptance

Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal
yang telah di tentukan oleh Menteri. Kapal di larang di daftarkan apabila
kapal itu masih terdafi i

jadikan jaminan hutang dengan pembebana
Pembebanan hipotek atas kapal dikakukan dengan
ole | da np ik 5

ipotek di atas kapal.

nembuatan akta hipotek .
L n@f .

L'an kapal. Setiap akta
hipotek diterbitkan 1(satu) Gros akta hipotek yang diberikan kepada
penerima hipotek. Gros akta hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial

=~

daftarkan dan di catat dalam daftar induk penda

yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, maksudnya adalah pemegang hipotek dapat
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vRELIE

menggunakan gross akta hipotek sebagai landasan hukum untuk
melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Gros
akta yang hilang bisa di ganti dengan gross akta pengganti berdasarkan
penetapan pengadilan. Kapal dapat di bebani lebih dari 1 (satu) hipotek.
Peringkat masing-masing hipotek di tentukan sesuai tanggal dan nomor urut
akta hipotek. Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima
hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan hipotek oleh
pejabat pendaftar dan pencatatan balik nama kapal di tempat kapal di
daftarkan dan di catat dalam daftar induk pendaftaran kapal. Pencoretan

hipotek (roya) dilak aftaran dan pencatat balik nama

engan melampirkan

. Padapasal 163 (1) Undang:Undangd 7 Taht 2008 t
dan berlayar di laut diberikan
surat tanda kebangsaan kapal Indonesia oleh menteri.

at'faut Unt
b. Pas besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh gross tonnage) sampai

lima
gross tonnage) atau lebih.

dengan kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).
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c. Pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh gross
tonnage).

Setelah kapal diberikan surat laut, pas besar, pas kecil, maka kapal
tersebut diberikan legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia
sebagai bendera kebangsaan kapal. Bagi kapal yang hanya berlayar di
perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau. Setiap kapal
yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya
secara jelas yaitu nama kapal dan pelabuhan tempat kapal di daftar yang di
cantumkan padabadan kapal, bendera kebangsaan yang di kibarkan pada
buritan kapal. Setiap kapalasi

persyaratan manajemenkeselamatandan pe ahanpencemarandari kapal

di beri sertifikat eupa Documen of Compliance (DOC) unuk perusahaan

carfC i o i, dinse

dengan kapal untukjenls dan ukuran tertentu adal kapal barang dengan

ukuran gt 500 atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang
melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di
dalam negeri jenis dan ukurannya di tetapkan tersendiri.
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vRELIE

1) Sistem manajemen keselamatan (Safety Management System/SMS) di
atas kapal
Sms adalah sistem yang terorganisir yang direncanakan dan
diimplementasikan oleh perusahaan pelayanan untuk memastikan keamanan
kapal dan lingkungan laut. Sms adalah aspek penting dari kode manajemen
keselamatan internasional (International Safety Management/ISM) dan
merinci semua kebijakan, praktik, dan prosedur penting yang harus diikuti
untuk memastikan berfungsinya kapal di laut. Semua kapal komersial
diharuskan membuat prosedur manajemen kapal yang aman. Sms
i i ari kode ISM. Setiap kebijakan
aratan fungsional

e. Prosedur untuk audit internal dan tinjauan manajemen.
s

) ) =
-larispa.co.|
o B’ , & 5 @ @ %
n keselamatan terdiri dar

Singkatnya, sistem manaje I perincian

tentang bagaimana sebuah kapal akan beroperasi setiap hari, apa prosedur
yang harus diikuti dalam keadaan darurat, bagaimana latihan dan pelatihan
di lakukan, langkah-langkah yang diambil untuk operasi yang aman, siapa
yang ditunjuk dan lain-lain.
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Rencana manajemen keselamatan kapal terutama merupakan
tanggung jawab pemilik kapal, atau orang yang ditunjuk, atau orang yang
ditunjuk oleh pemilik. Namun, nakhoda dan kru kapal adalah orang-orang
yang terbaik untuk membuat sms karena mereka tahu kapal itu keluar-
masuk.

Sms dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:
a. Umum
. Keamanan dan kebijakan lingkungan.
. Orang yang ditunjuk di darat (Designated Person/DP).

b

c

d. Sumber daya dan personi
o .

f

TGV KONSULTAN PILKADA DAN SE| )T:l'lllﬂlk

Ini adalah bagian utamada ungkin ditambah

dengan hal-hal yang sesuai dengan jenis kapal dan muatan yang diangkut d

AVWANF: e PSP a:Co.|

implementasi kode ISM di kapal
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2) Implementasi ISM Code di kapal
ISM Code memastikan keselamatan jiwa dan kapal di laut dengan
menerapkan berbagai praktik aman di atas kapal. Tiga tujuan penting yaitu:
a. Keselamatan orang di dalam kapal.
b. Keselamatan kapal dan muatan.
c. Keselamatan lingkungan laut.

Untuk menerapkan ISM Code di kapal, ketiganya-perusahaan
pelayaran, otoritas pemerintahan, kru kapal bersama-sama memainkan

peranan penting. Setiap pelaut harus mengetahui aspek-aspek penting dari
jayang aman saat berada di
gai berikut:

y AL x A BiISET PD
o proseai ek ntukmengat e

kapal mIIaIm latihan,dan berbagai program pelatihan d@rura
ertemu

G oy e

hebatuntukmembawa keselamatan kapal ke tingkat yang samasekali
baru (setiap aktivitas di kapal adalah upaya tim).
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e. Memastikan perawatan mesin kapal yang tepat, termasuk:

Jﬂ[@ﬁ AN

Pemeriksaan mesin kapal secara berkala.

Mengambil tindakan yangbenar jika terjadi ketidaksesuaian (non
conformity/NC).

Menyimpan catatan tentang penyebab dan kegiatan pemeliharaan
untuk referensi di masa mendatang.

Pengujian rutin terhadap peralatan dan sistem.

Melatih personil dan menyampaikan pada mereka hal-hal yang

baru (updated).

ng harus di

perubahan d

berwenang. Selain itu, semua dokumen yangdiperlukanuntuk keselamatan
kapal dlsebutkan dalam ma rII sms.

anrspua@e@@ id

bahwa kode ISM dlterapkan dengan benar di kapa Perusahaan pelayaran

juga menunjuk perwira keselamatan yang diharuskan untuk melakukan

tugasnya denganbaik dengan memberikan semua informasi yangdiperlukan

secara teratur.
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Mengikuti kebijakan keselamatan yang ketat yang diterapkan
berdasarkan kode ISM tidak hanya membantu keselamatan jiwa dan

lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan pelayaran.

10. Manajemen Keamanan Kapal

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis
dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keamanan
kapal. Kapal yangtelah memenuhi persyaratan manajemenkeamanan kapal
di beri sertifikat berupa sertifikat keamanan kapal internasional

(Internasional Ship icate/ISSC). Yang dimaksud dengan

ang dengan ukuran
melakukan

vRELIE

a sehubungan dengan
keamanan kapal diterapkan di atas kapal. Ini bertujuan untuk melindungi

tanlin indari
ersebut menetapkan

tanggung jawab dan prosedur untuk menangkal ancaman yang diantisipasi

terhadap kapal dan muatannya. International Shipand Port Fasility Security
Code (ISPS Code) mewajibkan kapal untuk memiliki rencana seperti itu di
kapal. SSP harus menetapkan langkah-langkah perlindungan untuk setiap

tingkat keamanan yang berhubungan dengan
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kegiatan kapal, kontrol akses di atas kapal, pemantauan daerah terlarang,
penanganan muatan, penerimaan store/bagasi dan lain-lain. Sistem perintah
manajemen (Order Management System/OMS) harus memastikan bahwa
kapal dilengkapi dengan sebuah rencana yang sepadan dengan kode ISPS.
SSP adalah dokumen penting, yang informasinya akan dibatasi untuk
personel yang ditunjuk di atas kapal dan tidak dibagikan secara sengaja,
rencana tersebut harus dilindungi dari akses pengungkapan yang tidak sah.

2) Persyaratan SSP:

a. Dikembangkan untuk setia pal, SSF Sgmempertimbangkan

l.. = ~a. re 'Jl ' :
2201 tes kapal untuk melaksanakan'$SP. |1 e e O B AL

f. Rencana harus dikembangkan setelah penilaian keamanan

myclarisparco.id
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3) Isi SSP (Ship Security Plan)
Harus mengatasi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Tindakan preventif terhadap senjata, zat berbahaya, perangkat yang
mungkin dimaksudkan untuk digunakan terhadap keselamatan dan
keamanan kapal.

b. Identifikasi spesifik dari area terbatas dan tindakan pencegahan
terhadap akses ke area yang ditunjuk tersebut.

c. Tindakan yang haris diambil ketika kapal menghadapi ancaman
keamanan atau pelanggaran dengan mempertimbangkan operasi
krisis kapa

ehubungan dengan

g Prosedir untuk méngaUit akiiviat {erkalt keamanar £
1|2, Prosedur untuk pelatinan dan lathan yang terkait dengan S8P11 <1 N1

as pelabuhan.

J. Prosedur untuk melaporkan insiden terkait dengan keamanan.

. njulk ndani e@t' ikasi hip Securi iceﬁqdﬁo
mpa yam Jfﬁ)p;ﬁgﬁsegu nraﬁ L!)n ;

I. Prosedur untuk memelihara, menguji, dan mengalibrasi peralatan
yang terkait dengan kode. Ini harus mencakup perincian frekuensi
pengujian yang akan dilakukan.

m. Lokasi di mana SSAS (Ship Security Alert System) disediakan dan
panduan penggunaan tentang SSAS. Instruksi penggunaan juga
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harus mencakup perincian pengujian SSAS dan juga informasi
mengenai peringatan palsu.

Penting untuk diingat bahwa SSP tidak tunduk pada inspeksi kecuali
dalam kasus yang spesifik ditentukan oleh kode. Kecuali ada bukti yang
tepat untuk membuktikan bahwa SSP belum dipenuhi, inspeksi mungkin
tidak diizinkan. Bahkan ketika ada alasan yang masuk akal untuk
ketidakpatuhan, inspeksi hanya dapat dilakukan secara khusus dengan
aspek-aspek yangmelanggar SSP san bukanseluruh pemeriksaan pada SSP.

Ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari nakhoda kapal. Nakhoda

selalu memiliki wewenang

a. SSP akan menjadl Kertas™vya . erharga, kecuali

34

diimplementasikan deng/i;serlus SSQharusmemastlkan bahwaSSP
i id

enetapkan kepada

Dari melakukan pelatlhan dan Iatlhan h|n
personil tentang tugas masing-masing sesuai SSP, SSO adalah
kesatuan vital dalam implementasi SSP. Bersamaan dengan
pengarahan dan tanya jawab, penilaian juga harus dilakukan untuk

memeriksa tingkat kontribusi personil,
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b. Dengan dinamika perkapalan, SSO di bawah naungan nakhoda harus
mengidentifikasi segala kekurangan dalam rencana tersebut
Langkah-langkah perbaikan dan peninjauan yang sama harus dikirim
ke CSO sebagai saran untuk menjaga SSP diperbaharui serta untuk
memastikan bahwa aspek keamanan ditegakkan tanpa kompromi.
Setiap saran untuk membawa perubahan dalam rencana yang ada
harus didukung oleh penilaian keamanan menyeluruh atas kapal.

c. Perlindungan kapal tidak hanya untuk kapalnya saja tetapi sumber
dayanya, sumber daya yang paling berharga adalah sumber daya
manusia, ole ena i alusmemberikan yang penting untuk SSP

AGA RISET PUBEIK
RVEY KONSULTAN PILKADA DAN SESTON RUEI 4

www.larispa.co.id
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BAB 6
Syahbandar

Deskripsi Kompetensi
1. Mata kuliah ini menjelaskan Syahbandar sesuai Undang-Undang
Pelayaran Republik Indonesia Nomor 17 dan penerapannya.

2. Mata kuliah ini menjelaskan_bagaimana,menunjukkan Kkinerja

bermutu_dag

“\‘v‘f_‘.’ KOl wuLTAN YOI FINANK
keamanan pelayaran ole
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

‘DWWW.Iarispa.co.id
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pada pelabuhan umum atau al'khususyang digunakan secara langsung

untuk kegiatanipelabuhan.= ' ®
VNV VA i sl il sl b d
daerah lingkungan kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin
keselamatan pelayaran
Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan
untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
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http://www.pelindo1.co.id/cabang/KTG/id/informasi/Pages/Layout-

Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang
dilakukan Syahbandar antara lain sebagai berikut:

1.  Tugas-tugas Syahbandar
1) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan dan keamanan dan
ketertiban di pelabuhan.
2) Mengawasi tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur
pelayaran.
3) Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
Mengawasi kegiatan sg

L. BALA RISE 21.11¢
* 1) engauwasi kegfatdn pembeingunan fasilitas pelabuhans || -1 11012 U1 AL

13) Memimpin penanggula ian pencemaran dan pemadaman kebakaran

arisha.co.id

Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan

anﬁa

awasi pela

keamanan pelayaran, Syahbandar melaksanakan tugas sebagai PPNS
(Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
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2.  Kewenangan Syahbandar:
1) Mengoordinasikan seluruh Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan.
Syahbandar memiliki kewenangantertinggi melaksanakan koordinasi
kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi
pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan penegakan hukum di
bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam melaksanakan
keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi
Internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan Pelabuhan
(Port Security Commitee) di mana dalam melaksanakan fungsi tersebut
Syahbandar dapatdneminia epadaKepolisian Republik Indonesia

sclanjutnya, disimpan oleh, Syahbandar untuk ' d

pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta

perintah Syahbandar untuk kelancaran lalulintas kapal serta kegiatan di
pelabuhan. Yang dimaksud dengan surat dan dokumen kapal antara lain
Surat ukur, surat tanda kebangsaan kapal, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat
Garis Muat, Sertifikat pengawakan kapal, dan dokumen muatan.
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Yang di maksud dengan warta kapal adalah informasi tentang kondisi
umum kapal dan muatannya (ship condition)

3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.

Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar,
kegiatan alih muatdikolam pelabuhan (ship to ship), menunda, dan bongkar
muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar.
Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar, pengerukan,
reklamasi dan pembangunan pelabuhan wajib dilaporkan kepada
Syahbandar.

pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang= 1 )< F=IN121HIT
an meliputi
konvensi Internasional yang mengatur mengenai Port State Control (PSC).

v.larispa.co.id

Setiap kapal yangberlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar

(SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar setelah mendapat laporan dari
nakhoda yang menyatakan kapal laik laut (sailing declaration), SPB tidak
berlaku apabila kapal dalam waktu 24 jam setelah
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persetujuan diberikan kapal tidak bertolak dari pelabuhan. SPB dalam
kelaziman Internasional di sebut Port Clerance (PC) di terbitkan setelah
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban-kewajiban lainnya.

6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
Syahbandar melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan
kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal atas terjadinya
kecelakaankapal. Pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut adalah merupakan
pemeriksaan pendahuluan.
aan kapal berbendera Indonesia di

pdar atau pejabat

ALGELA erwenang S | <
: RVEV Kuu\udx.T;\N huluan kecelakaankapal dap

eriksaan lanjutan,apabila

dari hasil pemerlksaan pendahuluan terdapat keterangan dan/atau bukti awal

“coter

7) Menahan kapal atas perintah pengadilan
Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas perintah
tertulis dari pengadilan berdasarkan alasan
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a. Kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana.
b. Kapalyangbersangkutanterkaitdengan perkaraperdataberupaklaim
pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.

Yang dimaksud dengan klaim pelayaran (maritime claim) sesuai

dengan ketentuan mengenai penahan kapal (arrest of ships), timbul karena:

a. Kerugian atau kerusakan yangdisebabkan olehpengoperasian kapal.

b. Hilangnya nyawa atau luka parah yang terjadi baik di daratan atau
perairan atau laut yang di akibatkan oleh pengoperasian kapal.

c. Kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang muatannya

sebagai akibat ke

PENELITEAN S IRVEY KONSULTAN PILKADA T, J\l S

pemindahan, perbaikan, ata

penyelamatan kapal da[iawak kapal.

tertuang dalam perjanjian barteran (chart party) at?u Ialnna |
g. Biaya pengangkutan barang atau penumpang di atas kapal, yang
tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya.
h. Kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang di
angkut di atas kapal.
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i. Kerugian dan kerusakankapal dan barangkarena terjadinyaperistiwa
kecelakaan di laut (general average).

j. Biaya penarikan kapal (towage).

k. Biaya pelanduan (pilotage).

I. Biaya barang, perlengkapan, kebutuhan kapal, bahan bakar minyak
atau bungker, peralatan kapal termasuk peti kemas yang di sediakan
untuk pelayanan dan kebutuhan kapal untuk pengoperasian,
pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan kapal.

m. Biaya pembangunan, pembangunan ulang atau rekondisi, perbaikan,

mengubah ataumele digkebutuhan kapal.

"E‘.’ i"QNuJL mastk “mutial insurance cc

er kapal tanpa anak buah
L]
payar berkaita derE apal'atasna
buah kapal (demise charterer).

s. Biaya sengketa berkenan dengan status kepemilikan kapal.

kapal atau bare boat (demise charterer).

t. Biaya sengketa yang terjadi di antara rekan pemilikan kapal (co-
owner) berkenan dengan pengoperasian dan penghasilan atau hasil
tambang kapal.
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u. Biaya gadaiatau hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya
sama atas kapal.

v. Biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal.

8) Melaksanakan sijil awak kapal
Setiap orang yang bekerja di atas kapal dalam jabatan apapun harus
memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar. Yang
dimaksud dengan dokumen pelaut adalah dokumen identitas pelaut dan
perjanjian kerja laut. Dokumen identitas pelaut antara lain:
a. Buku pelaut
b. Kartu iden

b. Berdasarkan penan ana a laut, nakhoda

memasukkan nama :_vi jabatan awak kapal sesuai dengan ®
" /kompetensinya ke dal baiwfigSa“ 1 ole yalﬁn far. l d

3. Mengawasi Pemanduan

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan
saran, dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat
yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat,
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tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan (Undang- Undang
Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008).

Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta
kelancaran berlalu lintas di perairan dan di pelabuhan. Pemerintah
menetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan
pandu luar biasa. Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan
perairan pandu luar biasa wajib menggunakan jasa pemanduan. Pemanduan
terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab nakhoda.

Yang dimaksud dengan perairan wajib pandu adalah suatu wilayah

perairan yang kare akukan pemanduan bagi kapal

airan wajib pandu

Syahba (KL,N\,L,'..' éP’LI’ﬁl/ da P"“w atan{ Search:! N1

tarispa;co-t

Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan

pihak lain.

berita kepada pihak lain apabila mengetahui kapalnya, kapal lain, atau
adanya orang dalam keadaan bahaya. Nakhoda wajib melaporkan bahaya

seperti tersebut di atas kepada:
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a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di wilayah
perairan Indonesia.

b. Pejabat perwakilan republik Indonesia terdekat dan pejabat
pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya terjadi

di luar wilayah perairan Indonesia.

Yang dimaksud kecelakaan kapal berupa:
a. Kapal tenggelam

b. Kapal terbakar

c. Kapal tubrukan

d. Kapal kandas

L.
SN Ty SURVEY KONSULT AN PiLKADA DAN SETORRUBT Y

“melaporkan” adala

dengan cara sistem komunikasi antara lai I stasiun radio pantai,

alu
VesseITrafflcInformatlonSysI é r art hone, mo gesertasa i l I

perhatian bagi pihak lain.
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5. Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan

Maritim

Perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk
mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang
bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran (Undang-Undang
Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008)

Kegiatan yang terkait dengan pelayaran yaitu: Kepelabuhanan,
pengoperasian kapal, pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun

di perairan, pembuangan limbah di perairan, penutuhan kapal (skrap kapal).

e. Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang
batas sesuai dengan ketentuan.
f. Setiap nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain seperti

pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampung minyak
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di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang
bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.

g. Setiap nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain seperti
pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampung minyak
di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat
dan/atau unsur pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya
pencemaran perairan yang di sebabkan oleh kapalnya atau bersumber
dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal,

kegiatan lain di perairan.

. Pemilik atau operator kapa

penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis

w.larispa.co.id

penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis

kegiatan.
c. Otoritas pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur tanggap
darurat penanggulangan pencemaran.
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d. Otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, badan usaha
pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi
pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

e. Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan,
otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan, badan usaha
pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib dan bertanggung
jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah. Yang dimaksud

dengan “limbah” antara lain dapat berupa limbah minyak, bahan

kimia, bahan berbahaya dan beracun, sampabh, serta kotoran.

péngetdhuan;“sempadan ‘pantai;_kawasan'tertimbu Karano

mangrove, kawasan perikanan dan budidaya kawasan

Yang dimaksud dengan “pembuangan limbah” termasuk juga
e B
= ' - ‘ p . ] O & d

4) Penutuhan (sekrap) kapal
Yang dimaksud “penutuhan kapal” adalah kegiatan pemotongan dan

penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan
berwawasan lingkungan (safe and environmentally sound manner).
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6.  Meneruskan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan

Kapal

Mahkamah pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada menteri perhubungan yang bertugas untuk
melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Mahkamah pelayaran mempunyai fungsi untuk melaksanakan
pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik
profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah di lakukan

pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.

Mahkamah pelayaran.be

b. Merekomendasikan ~Kepada pungan  mengenai
pengenaan sanksi admlriisitratlf atas kesalahan atau kelalaian yang di

a.Co.id

Sank3| admmlstratlf dimaksud adalah berupa I
a. Peringatan
b. Pencabutan sementara sertifikat keahlian pelaut.
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Dalam pemeriksan lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat
menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran dan pihak terkait lainnya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, pemilik, atau operator kapal wajib
menghadirkan nakhoda dan/atau anak buah kapal. Pemilik, atau operator
kapal melanggar ketentuan maka dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan
b. Pembekuan izin

c. Pencabutan izin

WWW.Iarispa.co.id
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BAB 7

Ringkasan Konvensi-Konvensi
Internasional

Deskripsi Kompetensi
1. Mata kuliah ini menjelaskan ringkasan konvensi-konvensi IMO

yang di antaranya senantiasa

SOLAS 1974 telah berlaku a
KonvenS| SOLAS sejak semula dan kemudlan dalam I

enetapan pr|n3|p-

menmgkatkan keselamatan jiwa d| laut dengan car
prinsip yang seragam, mengenai aturan-aturan dan prosedur tentang kapal
dan pengoperasiannya. Setiap versidari SOLAS merupakan perkembangan
langkah maju untuk menyesuaikan aturan dengan kemajuan/perkembangan
—perkembangan teknis yang terjadi di bidang shipping.
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Tujuan utama dari konvensi SOLAS adalah untuk
menetapkan/mengatur standar-standar minimumuntuk konstruksi peralatan
dan operasi kapal yang memadai bagi keselamatan. Setiap negara bendera
bertanggung jawab bahwa kapal-kapalnya memenuhi persyaratan-
persyaratan yang di tentukan, dan untuk membuktikan ini melengkapinya
dengan berbagai sertifikat yang di tentukan di dalam konvensi.

Di dalam konvensi juga diatur tentang pengawasan (control) bahwa
contracting government (pemerintah negara penandatanganan) dapat

melakukanpemeriksaan terhadap kapal-kapal dari contractingstate (negara
bendera penandatanganan)dainnyagika.diyakini bahwa kapal tersebut tidak

iﬁl "erb@tmtuk
du!rigma ode aktu

SOLAS 1974 terdiri dari 14 bab dan setiap bab memiliki peraturan
sendiri. Konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut (SOLAS)
1974 menjelaskan persyaratan untuk semua kapal niaga dari negara bendera
mana pun untuk mematuhi norma-norma keselamatan minimum yang
ditetapkan dalam bab-bab adalah sebagai berikut:
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Bab | Ketentuan umum (general provisions): Survei dan
sertifikasi semua item keselamatan dan lain-lain
Bab I1-1 Konstruksi-subdivisi dan stabilitas, permesinan dan
instalasi listrik (contstruction-subdivition and stability,
machinery and electrical instalations), berkaitan dengan
integritas kedap air kapal (watertight integrity of the ship),
terutama untuk kapal penumpang.
Bab 11-2 Proteksi kebakaran, deteksi kebakaran, dan pemadaman
kebakaran (fire protection, fire detection and fire
ini A dan cara untuk

’) G'J‘L 1| C d
R'JL’.Y! it radio (radio communications): Tern

kapal barang dan penumpang.

v :!:a:;:ziisdpza;;c:p id

kapal VLCC, dan termasuk perencanaan penyelamatan,

navigasi, sinyal marabahaya dan lain-lain.
Bab VI Pengangkutan muatan (carriage of cargoes): Bab ini
mendefinisikan penyimpanan dan pengamanan berbagai
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jenis kargo dan kontainer, tetapi tidak termasuk muatan
minyak dan gas.

Bab VII Pengangkutan barang berbahaya (carriage of dangerous
goods): Menentukan aturan pengangkutan dan
penyimpanan barang berbahaya melalui laut.

Bab VIII Kapal nuklir (nuclear ships): peraturan keselamatan untuk
kapal berbahan bakar nuklir.

Bab IX Manajemen pengoperasian kapal yang aman
(management for the safe operation of ships):

manajemen  keselamatan

n.operator kapal.

5 T Wenjelesken survei-Khbsts dan“meningie
Ui, pengoperasian Kapelyang afman, pers

Bab XIllI Langkah-langkah keamanan tambahan untuk kapal curah

lgrispascosic

panjang 150 meter.

Bab XIII Verifikasi kesesuaian (verification of compliance).
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Bab IX Tindakan keamanan untuk kapal yang beroperasi di
perairan kutub (safety measures for ships operating in

polar waters).

SOLAS CHAPTERS

CHAPTER | Ganaral provisions CHAFTER W1 Carrlage of cargoess

B L

rasms  Londingd Unkasdng  Erain Camo
Shrang

CHARTER -1 1o iy, machin Arical | CHAPTER VIl E"’""'-"H"-‘B':;ﬂa:r;f-‘r-m
(o He

e DTS

Fackagecd Qul-,
DangerniL

CHAPTER VIl Muzlear ships \
E1r L » REfqure mans A

L Management for the aafe )
d 5 "
¥ HAFTER 1% oparation of ghips

Frovechon Cetecicn

Life-smdini o ppl |

CHAPTER Il e ; ' . (
E i CHAPTER K S ‘ . ',': '.]nam

Suritdl Sl porzonalsA Musier Doy il = Codr o Sarery
- - : - for High-Speed Craft
CHAPTER IV  Radiccommunications W

s CHAPTER X1

i r i ! ®
Cher Radic

ChCES = Radic Persansne
Enquiprent . 13 : ®

CHAFTER ¥ Safety of navigation

b o
o

Wiater inge s
alnrm

Gambar: Bagan bab-bab dalam SOLAS 1974
Guidehttps://in.pinterest.com/pin/166070304996628578/
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vRELIE

2. Convention on the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea 1972 (peraturan internasional pencegahan
tubrukan di laut)

Peraturan ini adalah Annex (lampiran) SOLAS 1960 di mana sejak
tahun 1960 telah terjadi perkembangan-perkembangan baru dalam industri
perkapalan di mana ukuran dan kecepata kapal-kapal yang di bangun telah
meningkat yang mencolok dan telah pula muncul beberapa kapal jenis baru,
juga ancaman bahaya polusi (pencemaran) sebagai akibat dari pada
kecelakaan —kecelakaan, juga muncul terjadi lalulintas baru yang kapal —

i iran masuk pelabuhan. Maka
ahun 1972 telah

Nalan N .a..rzk:\m orm

ALA RISET P
RVEY KONSULTAN PILKADA DAN

3. International Convention on Load Line 1966 (Peraturan

LiAxispa

sarat kapal di mana kapal di perbolehkan dimuati. Pembatasan-pembatasan
ini diberikan dalam bentuk free boards, untuk menjamin stabilitas yang
cukup danjugauntuk mencegah adanya tegangan-tegangan yangberlebihan
(excessive stress) pada badan kapal akibat dari pada pemuatan yang lebih

(over loading)
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Pada Konferensi 1966 telah menetapkan persyaratan-persyaratan
penentuanfreeboard dari kapal-kapal jenis tertentu dengan cara subdivision
and damage stability calculations, peraturan ini juga memperhitungkan
bahaya-bahaya potensial yang dapat di jumpai pada zona dan musim yang
berlainan.

Semua load lines yang telah di tetapkan harus di tulis (dipahatkan) di
bagian tengah pada keduasisi kapal bersamaan dengan deck line dan load

line mark.

ement of Ship

George Moorsom dari Brit A jada tahun 1854, ada
perbedaan yang cukup besarrl antara mereka dan diakui bahwa ada o ,
Konvenst i menetapkan tonase kotor§n th yang keduanya
dihitung secara independen.

Peraturan berlakuuntuk semua kapal yang dibangunpada atau setelah

18 juli 1982, sementara kapal yang dibangun sebelum tanggal
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tersebut diizinkan untuk mempertahankan tonase yang ada selama 12 tahun
seterlakunya, atau sampai 18 juli 1994.

Periode fase ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kapal
diberikan perlindungan ekonomi yang wajar, karena pelabuhan dan biaya
lainnya dibebankan sesuai dengan tonase kapal. Pada saat yang sama dan
sejauh mungkin, konvensi dirancang untuk memastikan bahwa tonase bruto
dan neto yangdihitung berdasarkansistem baru tidak jauh berbedadari yang
dihitung dengan metode sebelumnya.

Tonase kotor da

ang digunakan gros

% Fonasedotor adaiah furigs dari volume yarg dibentuk darikemdh I
ruang teftutp kapal. Tonase:bersih dinasilkan oleh Formifelyads

akanfo gmuatkapal. Tonasebersihtidak
boleh diambil kurang dari 30 persen dari tonase kotor.

‘ rﬁaloaél:vin§1 evegrgpﬁuitid

from Ship 1973/78 (peraturan internasional pencegahan

pencemaran dari kapal 1973/78)

Konvensi ini mencakup/meliputi semua aspek-aspek teknis tentang
polusi dari kapal.
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Konvensiiniterdiridarienambuah Annexyang berisikan pengaturan-

pengaturan pencegahan polusi berbagai jenis yaitu:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Pollution by oil.

Pollution by noxious liquid substances carried in bulk.

Pollution by harmful substances carried in packages, portable
tanks, freight containers, or road or rail tanks wagons etc.
Pollution by sewage from ship.

Pollution by garbage from ship.

Air pollution from ship.

pencemaran oleh minyak.

aga

(hukum , orang yang menderlta keruglan/kerusEan pencemaran oIe

Tujuan daripada Civil lIblllty Convention (CLC 1969) ini adalah

minyak itu. Konvensi menetapkan/meletakan tanggung jawab (liability)

kepada pemilik kapal yang menyebabkan terjadinya tumpahan/curahan

minyak. Konvensi mengharuskan bahwa kapal-kapal yang tercakup di

dalam CLC di asuransikan sama dengan jumlah liability untuk setiap

kejadian.

107




Konvensi ini di berlakukan pada setiap kapal laut yang benar-benar
sedang mengangkut muatan minyak curah, minimal 2000 ton minyak.

Konvensi ini tidak berlaku bagi kapal perang atau kapal negara.

7. International Safety Management Code for the Safe
Operation of Ships and for Pollution Prevension (ISM
Code)
SOLAS 1974/P. 1988 (Chapter IX. Management for the Safe
Operation of Ship)

ode adalah kode untuk

in(pencemaran di

error). Kebenara

mengambil bagian dalam setiap kecelakaan yang sebenarnyaé ter uk
ugas yang dlhaapl oleh semuz \rusahaé% pelayn édalah untuk
memperkecil kesalahan pengambilan keputusan manusia yang dapat secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu kecelakaan atau
pencemaran laut. Hal yang paling maju adalah menciptakan budaya

pengaturan sendiri akan keselamatan. Tahapan ini memusatkan pada
manajemen internal dan organisasi untuk keselamatan dan mendorong
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industri-industri individu dan perusahaan-perusahaan menetapkan target-
target untuk kinerja keselamatan.

2) Tujuan/Maksud ISM Code
a) Keselamatan manajemen dan pengoperasian kapal-kapal sasarannya
untuk menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan manusia
atau kehilangan jiwa.

b) Pencegahanpencemaransasarannyamenghindarikerusakan terhadap

lingkungan, terutama terhadap lingkungan dan harta benda di laut.

harus berada di atas kapal jika diminta untuk verifikasi (pemeriksaan).
Sebuah sertlflkat Safety Man ement Certificate (SMC) akan diterbitkan ®

K )al oleh rgei auor -1 I ® d
SMC sebelum di terbitkan harus dlperlksa/menel terlebih dahulu oleh
pemerintah bahwa perusahaan dan manajemen kapalnya bekerja sesuai

dengan sistem manajemen keselamatan yang diakui.
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Pemerintah, negara penandatanganan konvensi atas permintaan dari
negara lain atau organisasi yangdiakuioleh negara yangterkaitakan secara
periodic melakukan verifikasi terhadap berfungsinya sistem manajemen
keselamatan kapal sebagaimana mestinya.

3) Penerapan/pemberlakuan ISM Code:

Ukuran Pemberlakuan

Jenis kapal
(GT) ISM Code

Kapal Penumpang
Kapal Penumpang kecepatan tinggi (Passenger

. L@

apaltangkibahan Kimia e I A
1 Juli 2006

Kapalpeﬁgangkut gas caiF ‘ - 150-OOGT
Kapalbarangkecepatan tinggi

Catatan: Code ini tidak berlaku untuk kapal pemerintah yang tidak di
gunakan untuk komersial
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4) Persyaratan untuk suatu SMS (Safety Management System) adalah
mengembangkan, melaksanakan dan mempertahankan SMS yang
mencakup persyaratan tentang:

a) Kebijakan keselamatan dan perlindungan maritim.

b) Instruksi dan prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal yang
aman dan perlindungan lingkungan sesuai dengan peraturan
Internasional dan Nasional yang berlaku.

c) Menentukan tingkat kewenangan dan jalur komunikasi antara
personil di kapal.

d) Prosedur pelaporan mpangan terhadap

ln:-‘ s perasian Kapa 2
o=\ = [h)iMenetapkan usaha-usaha perlindungar/penjagas YOI IR

c) Secara terus menerus meningkatkan kecakapan manajemen

yaLtarispaco.id

perlindungan lingkungan.
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6) Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan bagi
Perusahaan
Perusahaan harus membuat suatu kebijakan tentang keselamatan dan
perlindungan lingkunganyang menggambarkan bagaimana sasaran tersebut
di atas tercapai. Perusahaan harus memberikan jaminan bahwa kebijakan
dilaksanakan dan dipertahankan di seluruh jajaran organisasi baik di darat

maupun di kapal.

7) Tanggung Jawab dan Wewenang Perusahaan:
j ian kapal adalah lain dari pemilik

dan terinci akan

JRVET KOHEU TAN FininADA DAL L

asis darat diberikan untuk

memungkinkan personll yang di tunjuk atau para personll untuk

-farispa

8) Petugas yang Ditunjuk/Designated Person Ashore (DPA)

Untuk menjamin keselamatan pengoperasian kapal maka perusahaan
menunjuk seseorang yang diberikan tanggung jawab mengendalikan
armada-armadanya, maka antara kapal dengan basis darat tersedia atau
terjadi suatu hubungan yang berkaitan dengan pengoperasian kapalnya.
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Seseorang yang di tunjuk tersebut memiliki kemudahan untuk berhubungan
langsung dengan manajemen puncak (top management). Tanggung jawab
dan kewenangannya termasuk pemonitoran aspek-aspek keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari pengoperasian setiap kapal dan menjamin
bahwa sumber-sumber yang memadai dan dukungan basis darat di terapkan,

sebagaimana yang di syaratkan.

9) Tanggung Jawab dan Kewenangan Nakhoda Berkaitan dengan ISM
Code

Perusahaan harus secara jelas.meneis awmendokumentasikan
tanggung jawab

SO/ IWOUNEULTAN PILKADA DAN

memuat pernyataan yang jelas tentang wewenang nakhoda.

clacispasco.id

mengambil keputusan berkaitandengan keselamatan dan pencegahan

pencemaran dan meminta bantuan perusahaan sesuai ketentuan.
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8.  International Ship and Port Fasility Security (ISPS) Code

SOLAS 1974/P. 1988 (Chapter XI-2. Special Measures to enhance
maritime security) International Ship and Port Fasility Security (ISPS)
Code (Efektif 1 Juli 2004)

History Perspectif
Perlindungan terhadap: Bajak laut (piracy), perampok (rabber),
pencurian (pilferage kejadian kriminal:
The World Trade Center and Pentagon 2001 (terroris attack), MT
Limburg 200 plosion ' \Vei.2002 (Hijacking)
perampokan,

|, Faktor-fakior yang, harus di" perfimbangkan -ol
pihak terkait setempat,

Perhatian terhadap risiko,ﬂ Peninjauan pengamanan kapall,ﬁi Personal

wiarispascosid-

1)  Definisi-definisi
a. Ship Security Officer (SSO) adalah seseorang yang di atas kapal yang
bertanggung jawab kepada nakhoda, yang di tunjuk oleh perusahaan
sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal,
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berkoordinasi dengan petugas keamanan perusahaan dan petugas
keamanan fasilitas pelabuhan.

Ship Security Plan (SSP) suatu rancangan yang di buat untuk
menjamin aplikasi dari tatacara di atas kapal yang di rancang untuk
melindungi orang-orang di atas kapal, muatan, unit-unit pengangkut
muatan, gudang-guadang kapal atau kapal dari risiko insiden
keamanan.

Company Security Officer (CSO) adalah seseorang yang di tunjuk
oleh perusahaan untuk menjamin bahwa suatu penilaian keamanan

kapal telah dilaksanaka : angkeamanan kapal di

fungsi dari suatu kawasan pelabuhan

Ship/port interface adalah interaksi yang terjadi ketika sebuah kapal
segera dan langsung dipengaruhi oleh kegiatan/aktivitas yang terkait
dengan pergerakan orang, muatan atau ketentuan-ketentuan
pelayanan pelabuhan dari atau ke kapal.
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Ship to ship activity adalah setiap kegiatan yang tidak berkaitan
dengan fasilitas pelabuhan yang meliputi pemindahan muatan atau
orang dari sebuah kapal ke kapal lain.

Security insident adalah setiap tindakan kecurigaan atau keadaan
yang mengancam keamanan sebuah kapal termasuk unit pengeboran
lepas pantai yang berpindah dan kapal berkecepatan tinggi atau
fasilitas pelabuhan atau hubungan antar kapal/pelabuhan atau setiap
kegiatan dari kapal ke kapal.

Security levels

Level erarti-tin ismana,tindakan pencegahan keamanan

ara terus menerus.

tarispa-co nggldg d'

kenal di dalam pemerintah yang mengadakan perjanjian sebagai yang
bertanggung jawab untuk memastikan implementasi dari ketentuan-
ketentuan tentang keamanan fasilitas pelabuhan dan hubungan

kapal/pelabuhan dari sudut pandang fasilitas pelabuhan.
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2)  Penerapan ISPS Code kepada:

a. Kapal yang melakukan pelayaran Internasional dengan rincian sbb.:
Kapal penumpang termasuk kapal penumpang berkecepatan tinggi.

c. Kapal barang termasuk kapal barang berkecepatan tinggi ukuran 500
GT atau lebih.

d. Unitpengeboran minyak lepas pantai atau mobile offshore drilling
unit (MODU).

e. Pelabuhan/fasilitas pelabuhan yang melayani kapal-kapal pelayaran

internasional.

wJLT "!'..f/\,ﬁD-’\ allas ‘d ang

Rencana pengelolaan air ballast meliputi:

A. Peraturan dan regulasi intemasional untuk kontrol negara pelabuhan
yang berbeda di seluruh dunia.
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B. Lokasi pelabuhan menyediakan fasilitas pembuangan sedimen dan
air ballast di pantai.

C. Prosedur operasional beserta metode yang akan di gunakan untuk
ballasting.

D. Lokasi di perairan pantai yang berbeda untuk pertukaran ballast
harus disebutkan dalam rencana.

E. Titik sampel dan metode pengolahan harus diberikan dalam rencana
pengelolaan air ballast.

Catatan pertukaran air ballast dengan semua data berikut yang harus

AGA RISET PUBM
JRVEY KONSLILTAN BILKADA DAN SE ﬂﬁli’-]lr

anggung jawab atas kegiatan dan

juga Il mengetahui  kegiatan ballast/de-ballast dengan
A kand Qi

arispa:co.|

Tanggal dan identifikasi tangki terakhir dibersihkan.

J. Jika ada pertukaran air ballast yang tidak disengaja maka harus
dimasukkan dan ditandatangani. Informasi yang sama harus

disampaikan kepada otoritas negara pelabuhan terkait.
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Keuntungan dari rencana pengelolaan air ballast

Dengan bantuan rencana pengelolaan air ballast yang tepat dan
beberapa informasi tambahan, penundaan operasional dapat di hindari yang
akan membantu menghemat waktu dan uang. Pelaporan untuk persyaratan
otoritas negara pelabuhan yang berbeda disederhanakan. Dan yang paling
penting adalah bahwa pertukaran air ballast yang aman dapat dilakukan di
mana saja di dunia.

WWW.Iarispa.co.id
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BAB 8

Asuransi Laut

Deskripsi Kompetensi

1. Mata kuliah ini menjelaskan asuransi laut.

2. Mata kuliah ini menjelaskan tanggungjawab atas pekerjaan di
i kode etik profesinya.

enunjukkan Kkinerja

_ ak
A(“A RISFT ‘gt denghn meerie |
romi itk memberikan penggaitan kepadanya kar '

arapkan yang mungkin

akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

lian:.sgpﬂ;m fct

Perjanjian asuransi di buat di dalam polis asuransi dan hanya pihak

penanggung yang menandatangani polis tersebut sehingga merupakan suatu
perjanjian unilateral, namun memiliki kekuatan mengikat kedua belah
pihak.
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Pasal 65 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008
(1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengan
kapal, pemilik, pencarter, atau operator kapal harus mendahulukan
pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan.
(2) Piutang-pelayaran yang didahulukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu sebagai berikut:

a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada nakhoda,
anak buah kapal, dan awak pelengkap lainnyadari kapal dalam
hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya
repatriasi dan kontribusi.a nsi Sosi pg.harus dibiayai.

tw .lRV:Y. DHSULTAN PILKADA DAN

kerugian di masa depan. Asuransi laut adalah varian lain dari istilah umum
as lc 1Si d { :

m!zam spaen.id

penting karena melalui asuransi kelautan, pemilik kapal dan pengangkut

penting. muatan yang dib

dapat yakin untuk mengklaim kerusakan terutama mengingat moda

transportasi yang digunakan. Dari empat moda transportasi-jalan, kereta
api, udara dan air-itu adalah yang terakhir yang menyebabkan
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banyak kekhawatiran bagi pengangkut tidak hanyakarenaadakejadianalam
yang berpotensi merusak kargo dan kapal tetapi juga lainnya. insiden dan
atribut yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam peti mati keuangan
pengangkut dan perusahaan pelayaran.

Insiden seperti pembajakan dan kemungkinan seperti baku tembak
lintas batas juga menimbulkan ancaman besar dalam hal transportasi air dan
oleh karena itu untuk menghindari kerugian karena peristiwa dan kejadian
tersebut, demi kepentingan perusahaan dan pengangkut, selalu bermanfaat
untuk memiliki cadangan seperti asuransi kelautan. Aspek penting lain dari

memiliki asuransi a_pengangkut dapat memilih

mbil oleh kapalnya

uransi Iautdlmulal-yaltu sejak
abad ke-17 dan seterusnya.

lanspw ik

hal rute yang diambil dan waktu yang diambil untuk kargo dan kapal untuk
mencapai pelabuhan tujuan yang dimaksud. Karena jika ada perbedaan atau
pelanggaran dalam hal rute yang diambil, yaitu jika nakhoda bervariasi atau
menyimpang dari rutenya dari yang awalnya dimaksudkan sebagai bagian

dari jalur kapal, maka bahkan jika ada kecelakaan yang
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terjadi pada kapal atau kargo, klaim asuransi akan ditolak sepenuhnya tanpa
ada kemungkinan klaim diganti kepada penggugat di beberapa masa
mendatang setelah beberapa negosiasi yang sulit. Oleh karena itu menjadi
sangat penting bahwa nakhoda kapal mempertimbangkan dengan saksama
tentangrute yangditentukanuntuk menghindari kontrak asuransi yang gagal
karena kerugian yang tidak direncanakan karena penyimpangan dalam rute.
Ini tidak hanya akan menimbulkan kehati-hatian dari pihak nakhoda tetapi
juga akan mengurangi kemungkinan kehilangan klaim asuransi penting

karena kelalaian dan kelalaian.

Asuransi kelautan adalah.te aman, bagi perusahaan

RI

~."-‘<‘/CY [‘C\\, S asu "'L'“’"

AT s &

pengangkut, jenis atau jenis asuransi Iautyang tepat dapat dlpersemplt dan

insiden yang tidak menguntungkan seperti kecelakaan, kerusakan pada

properti dan lingkungan, atau hilangnya nyawa. Ketika datang ke Kapal,
taruhannya lebih tinggi karena semua faktor terlibat dalam operasi, yaitu
risiko kehilangan kargo berharga atau kapal secara luas, risiko kerusakan
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lingkungan akibat polusi minyak dan risiko kehilangan nyawa pelaut yang
berharga karena kecelakaan.

Untuk memastikan semua risiko dapat dikelola tanpa kekurangan
dana moneter saat dibutuhkan, asuransi Maritim yangberbeda dibuat wajib
untuk diambil oleh pemilik kapal dan pemilik kapal, hanya karena hal itu,
ISM dapat diimplementasikan di kapal.

Jenis-jenisasuransi lautyangtersedia untuk kepentingan klien sangat
banyak dan semuanya layak dengan caranya sendiri. Bergantung pada sifat
dan ruang lingkup bisnis klien, ia dapat memilih rencana asuransi laut

terbaik dan menik i.memiliki asuransi laut.

| s i
l o AlLCrJ,A c S OPer Ol al dpal { TJ ' :
(pasca surveidar \.T antoleh)savveyor)s | |\ T O IR AT

atu di bawah asuransi Hull
& Machlnery(H&M) Asuransi H&M juga dapat diperluas untuk mencakup

w.larispaco:id-

Protection & indemnity (P&I) insurance: Asuransi ini disediakan

oleh klub P&I, yang merupakan asuransi bersama pemilik kapal yang
mencakup kewajiban kepada pihak ketiga dan risiko yangtidak ditanggung
di tempat lain dalam standar H&M dan kebijakan lainnya.
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Protection (perlindungan): Risiko yang terkait dengan kepemilikan
kapal. Misalnya. klaim terkait awak kapal.

Indemnity (ganti rugi): Risiko yang terkait dengan perekrutan kapal.
Misalnya. klaim terkait kargo.

Liability insurance: Liability insurance adalah jenis asuransi kelautan
di mana kompensasi diupayakan untuk diberikan kepada setiap kewajiban
yangterjadikarena kapal yangmenabrak atau bertabrakandankarenasegala
serangan yang diinduksi lainnya. Asuransi pengangkutan, demurrage dan
pertahanan (FD&D): Sering disebut sebagal “FD&D” atau sekadar
pertahanan, asuransi ini memberika m menangani bantuan dan

W ET SONSGL AT FILKALA DANLEE

karena beberapa peristina

sebelumnya.

larispaen.id

barang-barangdariperjalanan kapal. Ini melindungi pemilik kargo terhadap
kerusakan atau kehilangan kargo karena kecelakaan kapal atau karena
keterlambatan dalam perjalanan atau bongkar muat. Asuransi kargo laut
memiliki tanggung jawab pihak ketiga yang mencakup kerusakan
pelabuhan, kapal atau bentuk transportasi lainnya (kereta api atau truk)
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JEENI

yang diakibatkan oleh kargo berbahaya yang dibawa oleh mereka. Batas
waktu untuk klaim yang berhak atas kompensasi dapat bervariasi tergantung
pada konten kebijakan, dan tindakan harus diambil dalam periode tersebut
sejak tanggal ketika kerusakan terjadi. Untuk kapal yang baru dibangun,
pemilik kapal terikat kontrak dengan galangan kapal untuk mengambil
asuransi untuk jangka waktu (biasanya satu tahun).

Selain jenis-jenisasuransi laut, ada juga berbagai jenis polis asuransi
laut yang ditawarkan kepada klien oleh perusahaan asuransi sehingga
memberikan fleksibilitas kepada klien saat memilih polis asuransi laut.

Ketersediaan be

mberi klien wilayah yang luas
patkan penawaran

AfGA RISETYT PLIEMIK

FIWVEY KONSULTAN PILKADA MR
VITXed ang menawarkan kepada
klien keuntungan dari kebijakan waktu dan perjalanan diakui sebagai

\I R arjuall: j)ls pﬁas‘bogsgsﬂjtdﬂai

muatan dan pengiriman tidak dimasukkan dalam polis sebelumnya. Oleh
karena itu penggantian dilakukan hanya setelah kehilangan muatan dan
pengiriman diperiksa dan dinilai.

Valued policy: Polisasuransi laut bernilai adalah kebalikan dari polis
asuransi laut terbuka. Dalam jenis kebijakan ini, nilai muatan dan
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pengiriman ditentukan dan disebutkan dalam dokumen kebijakan
sebelumnyasehingga memperjelasnilai penggantian jika terjadi kehilangan
muatan dan pengiriman.

Port risk policy: Polis asuransi laut semacam ini diambil untuk
memastikan keselamatan kapal saat ditempatkan di pelabuhan.

Wager policy: Kebijakan taruhan adalah ketentuan di mana tidak ada
ketentuan tetap untuk penggantian yang disebutkan. Jika perusahaan
asuransi menemukan kerugian yang layak untuk diklaim maka penggantian
diberikan, jika tidak ada kompensasi yang ditawarkan. Juga, harus dicatat
bahwa kebijakan taruhan bukan polis.a i is,dan karena itu tidak

berlaku di pengs

10 Kapal ata memiliki ety Kapal dalai afmada

Fleet policy: Dalam kebijakan ini, beberapa kapal milik satu pemilik

;l:aa[:jjs L{phamsgrg o i d

untuk melindungi pemilik kargo terhadap kerusakan atau kehilangan kargo

di semua moda transportasi yang melaluinya muatannya meliputi semua
risiko transportasi kereta api, jalan, dan laut.

Asuransi kelautanadalah bidangyang melibatkan banyak pemikiran,
transaksi langsung dan kompleks untuk mencapai landasan
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bersama pembayaran dan penerimaan. Tetapi, meskipun kompleks
bidangnya, tetap menarik dan membangkitkan minat karena melayani
banyak orang dan menawarkan berbagai layanan dan kebijakan untuk
memfasilitasi transaksi bisnis yang mudah dan tidak rumit. Oleh karena itu,
demi kepentingan klien dan penyedia asuransi, bermanfaat dan relevan
untuk memiliki jenis asuransi kelautan yang tepat. Ini menyelesaikan
masalah tidakhanyadalamjangkapendek, tetapi juga dalamjangkapanjang

juga.

4.

prtasi apa pun,

ACA BISET PUTIRRME I
20T g o o, o o '

“Namun, tidak seperti dalam

tiga kasus sebelumnya, ada beberapa kemungkinan jenis kecelakaan laut.

wwy:karispa.coqid-

mencakup manusia tetapi juga makhluk laut dan lingkungan serta ekosistem

laut.
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Contoh-contoh kecelakaan maritim yang diketahui sebagai berikut:

1) Kecelakaan Rig Minyak Lepas Pantai
Tumpahan minyak yang terjadi baru-baru ini di Teluk Meksiko
adalah kecelakaan anjungan minyak lepas pantai. Rig minyak lepas pantai
merupakan bahaya besar dalam hal alat berat mereka dan kompleksitas
proses yang terlibat. Bahkan kesalahan kecil karena kelalaian dari proses

sederhana atau mengabaikan dalam pengerjaan bagian mesin dapat

menyebabkan konsekuensi yang sangat merusak di seluruh dunia.

=1.11<

R RURI [+

https://www.marineinsight.com/marine-safety/12-types-of-maritime-accidents/

Gambar: Kapal terbakar
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2) Kapal Pesiar Mishaps Tenggelam
Kapal pesiar merupakan bagian yang sangat penting dalam rencana
liburan orang. Namun, jenis utama kecelakaan laut terjadi di kapal pesiar.
Kapal pesiar dapat terbalik atau menghadapi kondisi cuaca buruk yang
menyebabkan kapal mengembangkan masalah besar. Kasuskecelakaan lain
yang penting di kapal pesiar adalah karena kelalaian pekerja. Sesuai data
statistik, hampir 75% kebakaran disebabkan oleh kesalahan orang- orang

yang bekerja di kapal pesiar.

gl 4

MOV = S <

PENRITAN SUMvET mUNDUL | AN FILKAUA UAN S [

- .
s-0T-maritime-accidents/

Gambar: Kapal pesiar terbalik

b 0. |

Bahkan memancing untuk tujuan komersial dapat menyebabkan
insiden fatal yang disebabkan. Nelayan yang tidak berpengalaman-kadang-

kadanghbahkan yangberpengalaman-dapat jatuh ke laut. Kondisi cuacayang
keras juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada ekspedisi

penangkapan ikan komersial.
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4) Kecelakaan di kapal tunda

Tugboat adalah kapal yang membantu memindahkan kapal besar
untuk memasuki dermaga. Mereka kecil di alam tetapi kuat untuk
memastikan bahwa kapal besar ditangani dengan aman. Tetapi kadang-
kadang karena penyumbatan visibilitas kapal tunda oleh kapal-kapal besar,
kecelakaan maritim terjadi. Juga kesalahan manusia pada bagian dari pilot
kapal tunda juga dapat menyebabkan kecelakaan kapal tunda yang tidak
diinginkan dan tak terduga.

h.dan_Kapal Kargo

Kapal kandas terja

dasar laut. Jenis kecelakaan maritim ini memiliki banyak dampak pada

1A 1A 'dajaampam myid

DAl
lainnya karena kecelakaan itu.

131



) Marine Insight
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8) Kecelakaan Derek

Sama seperti operasi derek di darat, operasi derek laut di pelabuhan
dan di kapal juga berisiko. Risiko semakin ditekankan karena operasi
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kelautan di manacrane diperlukan. Karena kawat atau kerekan yang rusak,
pekerja derek dapat kehilangan nyawa mereka atau dalam skenario terburuk,
menjadi hidup tetapi dengan cacat fisik yang tidak dapat diperbaiki. Atau,
kecelakaan karena operasi crane juga disebabkan karena kelalaian dan
kurang pengalaman pada bagian pekerja.

9) Kecelakaan di Galangan Kapal
Galangan kapal adalah tempat di mana kapal dirakit dan dibangun
secara keseluruhan. Kecelakaan pada saat pemasangan dan pengelasan

umum terjadidigalangan kapa

orangyangmemegang kemudi kapal penarik atau karena penggunaan kawat

Lammmgag Lid

bahwa kesalahan pekerja dan operator memainkan peran utama dalam

kecelakaan yang disebabkan. Tetapi untuk mengetahui apa penyebab

sebenarnyadari kecelakaan laut, investigasi kecelakaan maritim diperlukan.
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Investigasi kecelakaan maritim akan membantu mempersempit
penyebabsebenarnyadari kecelakaan yangakan membantu penuntut cedera

untuk mengklaim hak mereka karena dengan kejelasan absolut.

WWW.Iarispa.co.id
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DAFTAR PUSTAKA

IMO course 7.03 officer in charge of an navigational watch

IMO coursw 7.04 officer in watch an engnineering watch

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,
as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and by the
Protocol of 1997(MARPOL)

International Convention.fe

N RVEY l<fWSL'L . AN Pl KANA NAMN SEQLTON RLUBI IH
1995 and Manila Amend
Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi d

s st (O |

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982/UNCLOS
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http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS)%2C-1974.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Load-Lines.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships%27-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx
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http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training%2C-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx

Referensi web:
(https://www.marineinsight.com/maritime-law/marpol-convention-
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http://www Kklcbs.net/2020/03/amonia-bahan-bakar-kapal-laut-ramah-
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http://www.sangkoeno.com/2014/07/zona-maritim-menurut-konvensi-
hukum.html
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UNDANG-UNDANG PELAYARAN
DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Kapal merupakan moda transportasi air yang digunakan untuk
mengangkut penumpang dan bahan-bahan kebutuhan manusia diseluruh
dunia. Alat transportasi air yang demikian termasuk kategori kapal niaga,
sementara keberadaan kapal di atas air mulai dari kapal diluncurkan dari
galangan sampai kapal tersebut ditutuh atau di-scrape. Sebagai alat
transportasi air yang melakukan pelayaran di laut maka kapal tersebut
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, awak kapal yang mampu
mengoperasikan kapal dengan teknologi yang selalu berkembang sesuai
tuntutan zaman dan modern, dan kapal yang mampu mencegah
pencemaran minyak dari kapal ke laut dan mengurangi pencemaran emisi
gas buang dari kapal ke udara.

Kapal dan perusahaan pelayaran yang mengoperasikannya harus
complay dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan
pelayaran secara nasional maupun internasional yaitu International
Maritime Organization, berkaitan dengan manajemen keselamatan,
manajemen pencegahan pencemaran, dan manajemen keamanan.
Dengan demikian, pengoperasian kapal senantiasa diawasi dan dipantau
terus menerus oleh pemerintah negara bendera, negara yang tergabung
dalam IMO dan lembaga teknis yang mengklasifikasikan kapalnya.

Setiap kapal yang akan melakukan operasional di laut terlebih
dahulu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh pemerintah dan biro
klasifikasi bagi kapal-kapal yang dikelaskan. Selanjutnya, pada kapal
tersebut diterbitkan sertifikat solas, marpol, load line, manning, ism-code,
isps-code termasuk kelengkapan surat-surat kapalnya maka kapal yang
telah memenuhi persyaratan demikian dinamakan kapal yang memenuhi
persyaratan laik laut (seaworthiness atau ship worthiness). Hanya kapal-
kapal yang telah memenuhi persyaratan laik laut yang mendapat
persetujuan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan pelayaran di
dalam negeri maupun internasional dan mendapat perlindungan asuransi
pada kapalnya, muatannya, dan awak kapalnya.
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